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Menimbang

RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara
yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung
jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Undang-
Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai
dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan
negara dan kemampuan dalam menghimpun
pendapatan negara dalam rangka mendukung
terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,
efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi

nasional;
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta
melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 2021;

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (1) dan ayat
(2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6187);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau Dalam  Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6516);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

: UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.

Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah Pusat yang
diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri
atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan
Pajak, dan Penerimaan Hibah.

Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan
negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri
dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.
Pendapatan Pajak Dalam Negeri adalah semua
penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak

penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang
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dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewabh,
pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan
cukai, dan pendapatan pajak lainnya.

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional adalah
semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan
bea masuk dan pendapatan bea keluar.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya
disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang
pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat
langsung maupun tidak langsung atas layanan atau
pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh
Negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar
penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam
mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
Penerimaan Hibah adalah semua penerimaan negara baik
dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan,
rupiah, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh
dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan
yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri
maupun dari luar negeri.

Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah Pusat yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang
terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke

Daerah dan Dana Desa.
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Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi adalah belanja
Pemerintah Pusat yang digunakan untuk menjalankan
fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi
ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi
perlindungan lingkungan hidup, fungsi perumahan dan
fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata,
fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi
perlindungan sosial.

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi adalah
belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada
kementerian negara/lembaga dan Bendahara Umum
Negara.

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Program adalah
belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk
mencapai hasil (outcome) tertentu pada Bagian Anggaran
kementerian negara/lembaga dan Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara.

Program  Pengelolaan Subsidi adalah  pemberian
dukungan dalam bentuk pengalokasian anggaran kepada
perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak
ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku untuk menyediakan barang atau jasa yang
bersifat strategis atau menguasai hajat hidup orang
banyak sesuai kemampuan keuangan negara.

Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara

dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal
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berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana
Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari
APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri
atas dana transfer umum dan dana transfer khusus.
Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah
dana yang bersumber dari APBN kepada daerah
berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan
negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU
adalah dana yang bersumber dari dalam APBN kepada
daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK
adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah
tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai
kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan
sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID
adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah
tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan

untuk memberikan penghargaan atas perbaikan
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dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata
kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan,
pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
Dana Otonomi Khusus adalah dana yang bersumber dari
APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus
suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, dan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh.

Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otonomi
Khusus Papua dan Papua Barat yang selanjutnya disebut
DTI adalah dana tambahan yang besarnya ditetapkan
antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat
berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun
anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan
pembangunan infrastruktur.

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah
dana yang bersumber dari APBN untuk penyelenggaraan
urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta,
sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta.
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Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang
diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan  kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

Pembiayaan Anggaran adalah setiap penerimaan yang
perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas
pengeluaran  tahun-tahun  anggaran  sebelumnya,
pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun
anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih,
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-
tahun anggaran berikutnya.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya
disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi pembiayaan
anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi
dalam satu periode pelaporan.

Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat SAL
adalah akumulasi neto dari SiLPA dan Sisa Kurang
Pembiayaan Anggaran tahun-tahun anggaran yang lalu
dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup,
ditambah /dikurangi dengan koreksi pembukuan.

Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN
meliputi surat utang negara dan surat berharga syariah

negara.
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Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN
adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang
dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang
dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara
Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya.
Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya
disingkat SBSN atau dapat disebut sukuk negara adalah
SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah,
sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset
SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta
asing.

Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang
sah.

Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
yang selanjutnya disingkat BPYBDS adalah bantuan
Pemerintah berupa BMN yang berasal dari APBN, yang
telah dioperasikan dan/atau digunakan oleh Badan
Usaha Milik Negara berdasarkan Berita Acara Serah
Terima dan sampai saat ini tercatat pada laporan
keuangan kementerian negara/lembaga atau pada Badan
Usaha Milik Negara.

Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat
PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN

untuk dijadikan sebagai modal Perusahaan Negara
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dan/atau Perseroan Terbatas lainnya serta
Lembaga/Badan Lainnya, yang pengelolaannya
dilakukan secara korporasi.

Dana Bergulir adalah dana yang dikelola oleh Badan
Layanan Umum tertentu untuk dipinjamkan dan
digulirkan kepada masyarakat/lembaga dengan tujuan
untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
Pinjaman Dalam Negeri adalah setiap pinjaman oleh
Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam
negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan
tertentu, sesuai dengan masa berlakunya.

Kewajiban Penjaminan adalah kewajiban yang menjadi
beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada
kementerian negara/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan
Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, pelaku
usaha dalam program pemulihan ekonomi nasional, dan
bank sistemik penerima pinjaman likuiditas khusus
dalam hal kementerian negara/lembaga, Pemerintah
Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah, pelaku wusaha dalam program pemulihan
ekonomi nasional, dan bank sistemik penerima pinjaman
likuiditas khusus dimaksud tidak dapat memenuhi
kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha
sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerja sama.
Pinjaman Luar Negeri Neto adalah semua pembiayaan

yang berasal dari penarikan pinjaman luar negeri yang
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terdiri atas pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan
dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok pinjaman
luar negeri.

Pinjaman Tunai adalah pinjaman luar negeri dalam
bentuk devisa dan/atau rupiah yang digunakan untuk
pembiayaan defisit APBN dan pengelolaan portofolio
utang.

Pinjaman Kegiatan adalah pinjaman luar negeri yang
digunakan untuk pembiayaan kegiatan tertentu
kementerian negara/lembaga, pinjaman yang
diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah dan/atau
Badan Usaha Milik Negara, dan pinjaman yang
diterushibahkan kepada pemerintah daerah.

Pemberian Pinjaman adalah pinjaman Pemerintah Pusat
kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara,
Lembaga, dan/atau badan lainnya yang harus dibayar
kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.
Anggaran  Pendidikan adalah  alokasi  anggaran
pendidikan melalui kementerian negara/lembaga dan
Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, alokasi
anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan
dana desa, dan alokasi anggaran pendidikan melalui
pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi
tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk
membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi

tanggung jawab Pemerintah.
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40. Persentase Anggaran Pendidikan adalah perbandingan
alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran
belanja negara.

41. Tahun Anggaran 2021 adalah masa 1 (satu) tahun
terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan

tanggal 31 Desember 2021.

Pasal 2
APBN terdiri atas anggaran Pendapatan Negara, anggaran

Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran.

Pasal 3
Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2021
direncanakan sebesar Rpl.776.361.162.618.000,00 (satu
kuadriliun tujuh ratus tujuh puluh enam triliun tiga ratus
enam puluh satu miliar seratus enam puluh dua juta enam
ratus delapan belas ribu rupiah), yang diperoleh dari sumber:
a. Penerimaan Perpajakan;
b. PNBP; dan

c. Penerimaan Hibah.

Pasal 4
(1) Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar
Rp1.481.944.530.085.000,00 (satu kuadriliun empat

ratus delapan puluh satu triliun sembilan ratus empat
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puluh empat miliar lima ratus tiga puluh juta delapan

puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri; dan

b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.

Pendapatan Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp1.446.983.981.631.000,00 (satu kuadriliun empat

ratus empat puluh enam triliun sembilan ratus delapan

puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta

enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang terdiri

atas:

a. pendapatan pajak penghasilan;

b. pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan
jasa dan pajak penjualan atas barang mewah;

c. pendapatan pajak bumi dan bangunan;

d. pendapatan cukai; dan

e. pendapatan pajak lainnya.

Pendapatan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar

Rp699.876.434.229.000,00 (enam ratus sembilan puluh

sembilan triliun delapan ratus tujuh puluh enam miliar

empat ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh

sembilan ribu rupiah) yang didalamnya termasuk pajak

penghasilan ditanggung Pemerintah atas:

a. komoditas panas bumi sebesar

Rp2.401.859.480.000,00 (dua triliun empat ratus
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satu miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta
empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang
pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan;

bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga
atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam
penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran
SBN di pasar internasional, tetapi tidak termasuk
jasa konsultan hukum lokal, sebesar
Rp9.342.594.280.000,00 (sembilan triliun tiga ratus
empat puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh
empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan
Menteri Keuangan;

penghasilan dari penghapusan secara mutlak
piutang negara nonpokok yang bersumber dari
Pemberian Pinjaman, Rekening Dana Investasi, dan
Rekening Pembangunan Daerah yang diterima oleh
Perusahaan Daerah Air Minum sebesar
Rp2.813.270.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga
belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang
pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan; dan

pembayaran Recurrent Cost SPAN yang dibiayai oleh
rupiah murni sebesar Rp25.250.000,00 (dua puluh

lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang
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pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri

Keuangan.
Pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa
dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar
Rp546.092.419.306.000,00 (lima ratus empat puluh
enam triliun sembilan puluh dua miliar empat ratus
sembilan belas juta tiga ratus enam ribu rupiah).
Pendapatan pajak bumi dan bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar
Rp14.830.603.344.000,00 (empat belas triliun delapan
ratus tiga puluh miliar enam ratus tiga juta tiga ratus
empat puluh empat ribu rupiah).
Pendapatan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d direncanakan sebesar
Rp178.475.178.336.000,00 (seratus tujuh puluh delapan
triliun empat ratus tujuh puluh lima miliar seratus tujuh
puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu
rupiah).
Pendapatan pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf e direncanakan sebesar
Rp7.709.346.416.000,00 (tujuh triliun tujuh ratus
sembilan miliar tiga ratus empat puluh enam juta empat
ratus enam belas ribu rupiah).
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
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direncanakan sebesar Rp34.960.548.454.000,00 (tiga
puluh empat triliun sembilan ratus enam puluh miliar
lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus lima
puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. pendapatan bea masuk; dan

b. pendapatan bea keluar.

Pendapatan bea masuk sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) huruf a direncanakan sebesar
Rp33.172.654.171.000,00 (tiga puluh tiga triliun seratus
tujuh puluh dua miliar enam ratus lima puluh empat
juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Pendapatan bea keluar sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) huruf b direncanakan sebesar
Rp1.787.894.283.000,00 (satu triliun tujuh ratus delapan
puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh empat
juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Penerimaan
Perpajakan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (8) diatur dalam

Peraturan Presiden.

Pasal 5
PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp293.513.816.025.000,00 (dua

ratus sembilan puluh tiga triliun lima ratus tiga belas
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miliar delapan ratus enam belas juta dua puluh lima ribu

rupiah), yang terdiri atas:

a. pendapatan Sumber Daya Alam;

b. pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan;

c. pendapatan PNBP lainnya; dan

d. pendapatan Badan Layanan Umum.

Pendapatan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp101.551.194.374.000,00 (seratus satu triliun lima

ratus lima puluh satu miliar seratus sembilan puluh

empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah),

yang terdiri atas:

a. pendapatan Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan
Gas Bumi; dan

b. pendapatan Sumber Daya Alam Nonminyak dan
Nongas Bumi.

Pendapatan dari Kekayaan Negara  Dipisahkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp26.130.490.000.000,00 (dua

puluh enam triliun seratus tiga puluh miliar empat ratus

sembilan puluh juta rupiah).

Pendapatan PNBP lainnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf C direncanakan sebesar

Rp107.041.986.808.000,00 (seratus tujuh triliun empat

puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh enam

juta delapan ratus delapan ribu rupiah).
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(5) Pendapatan Badan Layanan Umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp58.790.144.843.000,00 (lima puluh delapan triliun
tujuh ratus sembilan puluh miliar seratus empat puluh
empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian PNBP Tahun
Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan

Presiden.

Pasal 6
Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf c¢ direncanakan sebesar Rp902.816.508.000,00
(sembilan ratus dua miliar delapan ratus enam belas juta lima

ratus delapan ribu rupiah).

Pasal 7
Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 direncanakan
sebesar Rp2.747.526.912.162.000,00 (dua kuadriliun tujuh
ratus empat puluh tujuh triliun lima ratus dua puluh enam
miliar sembilan ratus dua belas juta seratus enam puluh dua
ribu rupiah), yang terdiri atas:
a. anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan

b. anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
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Pasal 8
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar
Rp1.951.260.494.450.000,00 (satu kuadriliun sembilan
ratus lima puluh satu triliun dua ratus enam puluh
miliar empat ratus sembilan puluh empat juta empat
ratus lima puluh ribu rupiah).
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) termasuk program pengelolaan
hibah negara yang dialokasikan kepada daerah sebesar
Rp6.781.551.187.000,00 (enam triliun tujuh ratus
delapan puluh satu miliar lima ratus lima puluh satu
juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan atas:
a. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi;
b. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi; dan
c. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Program.
Rincian lebih lanjut mengenai rincian anggaran Belanja
Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, Organisasi, dan
Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum
dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Undang-Undang ini.



(1)

(2)

(3)

(4)

-21 -

Pasal 9

Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b
direncanakan sebesar Rp796.266.417.712.000,00 (tujuh
ratus sembilan puluh enam triliun dua ratus enam puluh
enam miliar empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua
belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
a. Transfer ke Daerah; dan
b. Dana Desa.
Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar
Rp724.266.417.712.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat
triliun dua ratus enam puluh enam miliar empat ratus
tujuh belas juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah), yang
terdiri atas:
a. Dana Perimbangan;
b. DID; dan
c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan

Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp72.000.000.000.000,00 (tujuh
puluh dua triliun rupiah).
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dialokasikan kepada setiap kabupaten/kota dengan

ketentuan:
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a. Alokasi Dasar sebesar 65% (enam puluh lima
persen) dibagi secara merata kepada setiap desa
berdasarkan klaster jumlah penduduk;

b. Alokasi Afirmasi sebesar 1% (satu persen) dibagi
secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa
sangat tertinggal yang mempunyai jumlah
penduduk miskin tinggi;

c. Alokasi Kinerja sebesar 3% (tiga persen) dibagi
kepada desa dengan kinerja terbaik; dan

d. Alokasi Formula sebesar 31% (tiga puluh satu
persen) dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa,
angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan
tingkat kesulitan geografis desa.

Berdasarkan alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), bupati/walikota melakukan penghitungan

rincian Dana Desa setiap desa.

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening

Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

diutamakan  penggunaannya antara lain untuk

pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas

di desa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Dana Desa

diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
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Pasal 10

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (2) huruf a direncanakan sebesar
Rp689.463.498.530.000,00 (enam ratus delapan puluh
sembilan triliun empat ratus enam puluh tiga miliar empat
ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu
rupiah), yang terdiri atas:

a. dana transfer umum; dan

dana transfer khusus.

Pasal 11

(1) Dana transfer umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar
Rp493.039.953.530.000,00 (empat ratus sembilan puluh
tiga triliun tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus
lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah),
yang terdiri atas:

a. DBH; dan
b. DAU.

(2) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp102.748.563.242.000,00
(seratus dua triliun tujuh ratus empat puluh delapan
miliar lima ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat
puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. DBH Tahun Anggaran berjalan sebesar

Rp82.748.563.242.000,00 (delapan puluh dua
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triliun tujuh ratus empat puluh delapan miliar lima

ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh

dua ribu rupiah), terdiri atas:

1) DBH Pajak sebesar Rp47.604.721.281.000,00
(empat puluh tujuh triliun enam ratus empat
miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua
ratus delapan puluh satu ribu rupiah); dan

2) DBH Sumber Daya Alam sebesar
Rp35.143.841.961.000,00 (tiga puluh lima
triliun seratus empat puluh tiga miliar delapan
ratus empat puluh satu juta sembilan ratus
enam puluh satu ribu rupiah).

b. Kurang Bayar DBH sebesar
Rp20.000.000.000.000,00  (dua  puluh triliun
rupiah), terdiri atas:

1) DBH Pajak sebesar Rpl16.442.265.884.000,00
(enam belas triliun empat ratus empat puluh
dua miliar dua ratus enam puluh lima juta
delapan ratus delapan puluh empat ribu
rupiah); dan

2) DBH Sumber Daya Alam sebesar
Rp3.557.734.116.000,00 (tiga triliun lima ratus
lima puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh
empat juta seratus enam belas ribu rupiah).

(3) DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a angka 1) terdiri atas:
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a. Pajak Bumi dan Bangunan;

b. Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29
Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri; dan

c. Cukai Hasil Tembakau.

DBH Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a angka 2) terdiri atas:

a. minyak bumi dan gas bumi;

b. mineral dan batubara;

c. kehutanan;

d. perikanan; dan

e. panas bumi.

Dalam rangka mengurangi potensi lebih bayar DBH,

rincian rencana DBH untuk tahun anggaran berjalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disesuaikan

dengan memperhatikan proyeksi DBH berdasarkan

realisasi DBH setiap daerah paling kurang 3 (tiga) tahun

terakhir.

Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH Tahun Anggaran

2020 ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan

negara yang dibagihasilkan pada Tahun Anggaran 2020

dari laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat tahun 2020 yang dikeluarkan oleh

Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam rangka mempercepat penyelesaian Kurang Bayar

DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2020, Menteri

Keuangan dapat menetapkan alokasi sementara Kurang
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Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2020

dan/atau dapat menggunakan alokasi DBH tahun

anggaran berjalan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara percepatan

penyelesaian Kurang Bayar DBH sebagaimana dimaksud

pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

DBH Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf c¢, khusus Dana Reboisasi yang sebelumnya

disalurkan ke kabupaten/kota penghasil, mulai Tahun

Anggaran 2017 disalurkan ke provinsi penghasil dan

digunakan untuk membiayai kegiatan rehabilitasi hutan

dan lahan yang meliputi:

a. perencanaan,;

b. pelaksanaan;

C. monitoring;

d. evaluasi; dan

e. kegiatan pendukung.

Kegiatan pendukung rehabilitasi hutan dan lahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e meliputi:

a. perlindungan dan pengamanan hutan;

b. teknologi rehabilitasi hutan dan lahan;

c. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan
dan lahan;

d. pengembangan perbenihan termasuk untuk bantuan

bibit/benih dan sarana produksi pertanian dan/atau
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peternakan bagi masyarakat dalam perhutanan
sosial;

penelitian dan pengembangan, pendidikan dan
pelatihan, penyuluhan serta pemberdayaan dan
perhutanan  sosial dalam  rangka  kegiatan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan peningkatan
pendapatan masyarakat setempat;

operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan;
pembinaan; dan/atau

pengawasan dan pengendalian.

(11) Penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf ¢, DBH Minyak Bumi dan

Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a

dan DBH Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) huruf c, diatur sebagai berikut:

a.

Penerimaan DBH Cukai Hasil Tembakau, baik
bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota
dialokasikan untuk mendanai program sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan
mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang
kesehatan untuk mendukung program jaminan
kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas
dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan
perekonomian di daerah.

Penerimaan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi, baik

bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota
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digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah,

kecuali tambahan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi

untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Aceh
digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

c. DBH Kehutanan dari Dana Reboisasi yang
merupakan bagian kabupaten/kota, baik yang
disalurkan pada tahun 2016 maupun tahun-tahun
sebelumnya yang masih terdapat di kas daerah
dapat digunakan oleh organisasi perangkat daerah
yang ditunjuk oleh bupati/wali kota untuk:

1. pengelolaan taman hutan raya;

2. pencegahan dan penanggulangan kebakaran
hutan dan lahan dalam mendukung kegiatan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan/atau

3. penanaman daerah aliran sungai Kkritis,
penanaman pada kawasan perlindungan
setempat, dan pembuatan bangunan konservasi
tanah dan air.

(12) Dalam  hal realisasi penerimaan negara yang
dibagihasilkan  melebihi pagu  penerimaan yang
dianggarkan dalam tahun 2021, Pemerintah
menyalurkan DBH berdasarkan realisasi penerimaan
tersebut sesuai dengan kondisi keuangan negara.

(13) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dialokasikan sebesar 30,79% (tiga puluh koma tujuh
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sembilan persen) dari Pendapatan Dalam Negeri neto
atau direncanakan sebesar Rp390.291.390.288.000,00
(tiga ratus sembilan puluh triliun dua ratus sembilan
puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh juta dua
ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Pagu DAU Nasional dalam APBN dapat disesuaikan
mengikuti perubahan Pendapatan Dalam Negeri Neto
yang ditetapkan oleh Pemerintah.

DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dialokasikan
berdasarkan formula Alokasi Dasar dan Celah Fiskal.
Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (15)
dihitung berdasarkan jumlah gaji Aparatur Sipil Negara
Daerah.

Pendapatan Dalam Negeri neto sebagaimana dimaksud
pada ayat (14) dihitung berdasarkan penjumlahan antara
Penerimaan Perpajakan dan PNBP, dikurangi dengan
pendapatan negara yang di-earmark dan Transfer Ke
Daerah dan Dana Desa selain DAU.

Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota
ditetapkan dengan imbangan 14,1% (empat belas koma
satu persen) dan 85,9% (delapan puluh lima koma
sembilan persen).

Dalam rangka memperbaiki pemerataan kemampuan
fiskal atau keuangan antar daerah, dilakukan
penyesuaian secara proporsional alokasi DAU per daerah

untuk provinsi dan kabupaten/kota dengan
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memperhatikan alokasi tahun sebelumnya sehingga
alokasi antar daerah lebih merata.

DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (13) telah
memperhitungkan formasi calon pegawai negeri sipil
daerah, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, gaji

ke-13 (ketiga belas) dan tunjangan hari raya.

(21) Alokasi Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud

(22)

(23)

pada ayat (1) digunakan sesuai dengan kebutuhan dan
prioritas daerah.

Dana Transfer Umum diarahkan penggunaannya paling
sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk mendukung
program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan
percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan
publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan
kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan
mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik
antardaerah termasuk pembangunan sumber daya
manusia dukungan pendidikan.

Pedoman teknis atas penggunaan DBH Kehutanan dari
Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan
penggunaan sisa DBH Kehutanan dari Dana Reboisasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah
berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
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Ketentuan lebih lanjut mengenai DBH Cukai Hasil
Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a
diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan
Dana Transfer Umum paling sedikit 25% (dua puluh lima
persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (22) diatur

dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 12
Dana transfer khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar
Rp196.423.545.000.000,00 (seratus sembilan puluh
enam triliun empat ratus dua puluh tiga miliar lima ratus
empat puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
a. DAK fisik; dan
b. DAK nonfisik.
Pengalokasian DAK fisik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan usulan
Pemerintah Daerah dan/atau aspirasi anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam
memperjuangkan program pembangunan daerah dengan
memperhatikan prioritas nasional, kemampuan
keuangan negara, dan tata kelola keuangan negara yang
baik.
DAK fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp65.248.200.000.000,00 (enam
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puluh lima triliun dua ratus empat puluh delapan miliar

dua ratus juta rupiah), mencakup DAK Fisik Reguler dan

DAK Fisik Penugasan, yang terdiri atas:

a.

bidang pendidikan sebesar
Rp18.334.600.000.000,00 (delapan belas triliun tiga
ratus tiga puluh empat miliar enam ratus juta
rupiah);

bidang kesehatan dan keluarga berencana sebesar
Rp20.781.200.000.000,00 (dua puluh triliun tujuh
ratus delapan puluh satu miliar dua ratus juta
rupiah);

bidang perumahan dan permukiman sebesar
Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
bidang industri kecil dan menengah sebesar
Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh
miliar rupiah);

bidang pertanian sebesar Rp1.400.000.000.000,00
(satu triliun empat ratus miliar rupiah);

bidang kelautan dan perikanan sebesar
Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
bidang pariwisata sebesar Rp1.000.000.000.000,00
(satu triliun rupiah);

bidang jalan sebesar Rp10.282.400.000.000,00
(sepuluh triliun dua ratus delapan puluh dua miliar
empat ratus juta rupiah);

bidang air minum sebesar Rp3.000.000.000.000,00
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(tiga triliun rupiah);

bidang sanitasi sebesar Rp2.000.000.000.000,00
(dua triliun rupiah);

bidang irigasi sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga
triliun rupiah);

bidang lingkungan hidup sebesar
Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah);
bidang transportasi perdesaan sebesar
Rp1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima
puluh miliar rupiah); dan

bidang transportasi laut sebesar
Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh

miliar rupiah).

DAK Fisik penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) terdiri atas:

a.

b.

Tematik penurunan kematian ibu dan stunting;

Tematik penanggulangan kemiskinan melalui

perluasan akses perumahan, air minum, dan

sanitasi;

Tematik ketahanan pangan; dan

Tematik penyediaan infrastruktur ekonomi

berkelanjutan.

Dalam rangka menjaga capaian output DAK fisik
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah
menyampaikan rencana kegiatan untuk mendapat

persetujuan Pemerintah.
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Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK fisik sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan
Presiden.

Daerah  penerima DAK fisik tidak diwajibkan

menyediakan dana pendamping.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran

DAK fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur

dengan Peraturan Menteri Keuangan.

DAK nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b direncanakan sebesar Rpl131.175.345.000.000,00

(seratus tiga puluh satu triliun seratus tujuh puluh lima

miliar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah), yang

terdiri atas:

a. dana bantuan operasional sekolah sebesar
Rp53.459.118.000.000,00 (lima puluh tiga triliun
empat ratus lima puluh sembilan miliar seratus
delapan belas juta rupiah);

b. dana bantuan operasional penyelenggaraan
pendidikan anak usia dini sebesar
Rp4.014.724.000.000,00 (empat triliun empat belas
miliar tujuh ratus dua puluh empat juta rupiah);

c. dana tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil
daerah sebesar Rp55.360.363.813.000,00 (lima
puluh lima triliun tiga ratus enam puluh miliar tiga
ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga belas

ribu rupiah);
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dana tambahan penghasilan guru pegawai negeri
sipil daerah sebesar Rp454.204.000.000,00 (empat
ratus lima puluh empat miliar dua ratus empat juta
rupiah);

dana bantuan operasional kesehatan dan bantuan
operasional keluarga berencana sebesar
Rp12.700.500.000.000,00 (dua belas triliun tujuh
ratus miliar lima ratus juta rupiah);

dana peningkatan kapasitas koperasi, usaha kecil
dan menengah, sebesar Rp192.000.000.000,00
(seratus sembilan puluh dua miliar rupiah);

dana tunjangan khusus guru pegawai negeri sipil
daerah di daerah khusus sebesar
Rp1.985.007.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus
delapan puluh lima miliar tujuh juta rupiah);

dana pelayanan administrasi kependudukan sebesar
Rp973.182.250.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh
tiga miliar seratus delapan puluh dua juta dua ratus
lima puluh ribu rupiah);

dana  bantuan operasional penyelenggaraan
pendidikan kesetaraan sebesar
Rp1.195.308.000.000,00 (satu triliun seratus
sembilan puluh lima miliar tiga ratus delapan juta
rupiah);

dana bantuan operasional penyelenggaraan museum

dan taman budaya sebesar Rp136.032.000.000,00
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(seratus tiga puluh enam miliar tiga puluh dua juta
rupiah);

k. dana pelayanan kepariwisataan sebesar
Rp142.150.000.000,00 (seratus empat puluh dua
miliar seratus lima puluh juta rupiah);

l.  dana bantuan biaya layanan pengolahan sampah
sebesar Rp53.095.000.000,00 (lima puluh tiga miliar
sembilan puluh lima juta rupiah);

m. dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak-
anak sebesar Rp101.747.000.000,00 (seratus satu
miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah);

n. dana  fasilitasi penanaman modal sebesar
Rp203.913.937.000,00 (dua ratus tiga miliar
sembilan ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga
puluh tujuh ribu rupiah); dan

o. dana pelayanan ketahanan pangan sebesar
Rp204.000.000.000,00 (dua ratus empat miliar
rupiah).

Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK nonfisik

sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dengan

Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 13
DID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf
b direncanakan sebesar Rp13.500.000.000.000,00 (tiga

belas triliun lima ratus miliar rupiah).
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DID dialokasikan berdasarkan kriteria utama dan
kategori kinerja.

DID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan
untuk  digitalisasi  pendidikan dan = kesehatan,
pemberdayaan UMKM, dan industri kecil serta
pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai DID sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan

Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 14

Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (2) huruf ¢  direncanakan sebesar
Rp21.302.919.182.000,00 (dua puluh satu triliun tiga
ratus dua miliar sembilan ratus sembilan belas juta
seratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
a. Dana Otonomi Khusus; dan

b. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar
Rp19.982.919.182.000,00 (sembilan  belas triliun
sembilan ratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus
sembilan belas juta seratus delapan puluh dua ribu

rupiah), yang terdiri atas:
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a. Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan
Provinsi Papua Barat sebesar
Rp7.805.827.805.000,00 (tujuh triliun delapan ratus
lima miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta
delapan ratus lima ribu rupiah) yang dibagi masing-
masing untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebesar
Rp5.464.079.464.000,00 (lima triliun empat
ratus enam puluh empat miliar tujuh puluh
sembilan juta empat ratus enam puluh empat
ribu rupiah); dan

2. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat
sebesar Rp2.341.748.341.000,00 (dua triliun
tiga ratus empat puluh satu miliar tujuh ratus
empat puluh delapan juta tiga ratus empat
puluh satu ribu rupiah).

b. Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebesar
Rp7.805.827.805.000,00 (tujuh triliun delapan ratus
lima miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta
delapan ratus lima ribu rupiah); dan

c. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka
Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat sebesar Rp4.371.263.572.000,00 (empat

triliun tiga ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus
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enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua

ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana Tambahan Infrastruktur bagi Provinsi
Papua sebesar Rp2.579.045.507.000,00 (dua
triliun lima ratus tujuh puluh sembilan miliar
empat puluh lima juta lima ratus tujuh ribu
rupiah); dan

2. Dana Tambahan Infrastruktur bagi Provinsi
Papua Barat sebesar Rpl.792.218.065.000,00
(satu triliun tujuh ratus sembilan puluh dua
miliar dua ratus delapan belas juta enam puluh
lima ribu rupiah).

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp1.320.000.000.000,00 (satu
triliun tiga ratus dua puluh miliar rupiah).

Penyaluran Dana Otonomi Khusus dan Dana
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhitungkan kinerja penyerapan realisasi anggaran
tahun 2020.

Dengan berakhirnya pemberian Dana Otonomi Khusus
pada tahun anggaran 2021, pemanfaatan dan
pengelolaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berlaku selama satu tahun
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anggaran dengan batas waktu sampai dengan 31

Desember 2021.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian anggaran

Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12,

Pasal 13, dan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Presiden.

Ketentuan mengenai penyaluran anggaran Transfer ke

Daerah dan Dana Desa diatur sebagai berikut:
dapat dilakukan dalam bentuk tunai dan nontunai;
bagi daerah yang memiliki uang kas dan/atau
simpanan di bank dalam jumlah tidak wajar,
dilakukan konversi penyaluran DBH dan/atau DAU
dalam bentuk nontunai;

c. dilakukan berdasarkan kinerja pelaksanaan; dan

d. dapat dilakukan penundaan dan/atau pemotongan
dalam hal daerah tidak memenuhi paling sedikit
anggaran untuk mendukung pembangunan sumber
daya manusia dan pendanaan program pemulihan
ekonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (22), anggaran yang diwajibkan dalam
peraturan perundang-undangan atau menunggak
membayar iuran yang diwajibkan dalam peraturan

perundang-undangan.
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Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran anggaran
Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan.

Pasal 16
Program Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran
2021 direncanakan sebesar Rpl172.912.731.068.000,00
(seratus tujuh puluh dua triliun sembilan ratus dua belas
miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam puluh
delapan ribu rupiah).
Anggaran  untuk = Program = Pengelolaan  Subsidi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Anggaran  untuk = Program = Pengelolaan  Subsidi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan
dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran
berjalan berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro,
perubahan parameter, dan/atau pembayaran
kekurangan subsidi tahun-tahun sebelumnya.
Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Program
Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran 2021
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Peraturan Presiden.
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Pasal 17

(1) Dalam hal realisasi PNBP Migas yang dibagihasilkan
melampaui target penerimaan dalam APBN yang diikuti
dengan kebijakan peningkatan subsidi Bahan Bakar
Minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG),
Pemerintah dapat memperhitungkan persentase tertentu
atas peningkatan belanja subsidi BBM dan LPG terhadap
kenaikan PNBP Migas yang dibagihasilkan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan
persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi
BBM dan LPG terhadap kenaikan PNBP Migas yang
dibagihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 18
Dalam rangka efisiensi dan efektivitas anggaran kementerian
negara/lembaga, Pemerintah  melaksanakan kebijakan
pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi atas
kinerja anggaran kementerian negara/lembaga sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19
(1) Perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa:
a. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari

PNBP termasuk penggunaan saldo kas BLU;
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perubahan anggaran belanja yang bersumber dari
pinjaman termasuk pinjaman baru,;

pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu)
Bagian Anggaran untuk penanggulangan bencana;
perubahan anggaran belanja yang bersumber dari
hibah termasuk hibah yang diterushibahkan.
perubahan anggaran belanja yang bersumber dari
klaim asuransi BMN;

perubahan anggaran belanja dalam rangka
penanggulangan bencana;

pergeseran Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara
Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian
Anggaran  kementerian negara/lembaga atau
antarsubbagian anggaran dalam Bagian Anggaran
999 (BA BUN);

pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari
PNBP antarsatuan kerja dalam 1 (satu) program
yang sama atau antarprogram dalam satu Bagian
Anggaran;

perubahan anggaran belanja yang bersumber dari
SBSN untuk pembiayaan kegiatan/proyek
kementerian negara/lembaga;

pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu)
Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murni

untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional;
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k. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu)
Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan
pengeluaran yang tidak diperkenankan (ineligible
expenditure) atas kegiatan yang dibiayai dari
pinjaman dan/atau hibah luar negeri;

l. pergeseran anggaran antarprogram dalam rangka
penyelesaian restrukturisasi kementerian
negara/lembaga; dan

m. pergeseran anggaran antarprogram dalam unit
eselon I yang sama,

ditetapkan oleh Pemerintah.

Pemerintah dapat melakukan pinjaman baru

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk

penanggulangan bencana.

Perubahan lebih lanjut Pembiayaan Anggaran berupa

perubahan pagu Pemberian Pinjaman akibat dari

lanjutan, percepatan penarikan Pemberian Pinjaman, dan
pengesahan atas Pemberian Pinjaman yang telah closing
date, ditetapkan oleh Pemerintah.

Perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa

perubahan pagu untuk pengesahan belanja dan

penerimaan pembiayaan dan/atau pendapatan hibah
yang bersumber dari pinjaman/hibah termasuk
pinjaman/hibah yang diterushibahkan yang telah closing

date, ditetapkan oleh Pemerintah.
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Perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa
penambahan pagu karena Iluncuran Rupiah Murni
Pendamping dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Tahun 2020 yang tidak terserap untuk pembayaran uang
muka kontrak kegiatan yang dibiayai pinjaman luar
negeri, ditetapkan Pemerintah.

Pencairan Rupiah Murni Pendamping sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lambat
tanggal 31 Maret 2021.

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dilaporkan Pemerintah
dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2021 dan/atau

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021.

Pasal 20

Pemerintah dapat memberikan hibah kepada
pemerintah /lembaga asing dan menetapkan
pemerintah /lembaga asing penerima untuk pencapaian
kepentingan nasional Indonesia.

Pencapaian kepentingan nasional Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
mengoptimalkan pemanfaatan barang/jasa dan/atau
penyedia barang/jasa dalam negeri Indonesia.

Anggaran pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat bersumber dari dana hasil kelolaan

Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional.



(4)

(9)

(6)

(1)

(2)

- 46 -

Perubahan anggaran pemberian hibah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah yang
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai
revisi anggaran.

Pemerintah dapat memberikan hibah kepada Pemerintah
Daerah dalam rangka penanggulangan bencana yang
pelaksanaannya dilaporkan Pemerintah dalam APBN
Perubahan Tahun Anggaran 2021 dan/atau Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian hibah
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam

Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 21

Anggaran Pendidikan direncanakan sebesar
Rp549.505.382.433.000,00 (lima ratus empat puluh
sembilan triliun lima ratus lima miliar tiga ratus delapan
puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebesar 20,0% (dua puluh koma nol persen) dari total
anggaran Belanja Negara sebesar
Rp2.747.526.912.162.000,00 (dua kuadriliun tujuh ratus
empat puluh tujuh triliun lima ratus dua puluh enam
miliar sembilan ratus dua belas juta seratus enam puluh

dua ribu rupiah).
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Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) termasuk dana abadi investasi Pemerintah di bidang
pendidikan sebesar Rp29.000.000.000.000,00 (dua puluh
sembilan triliun rupiah) untuk:

a. pengembangan pendidikan nasional;

b. penelitian;

c. kebudayaan; dan

d. perguruan tinggi.

Hasil kelolaan dari dana abadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) digunakan oleh kementerian
negara/lembaga terkait sesuai peruntukannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Anggaran
Pendidikan dan penggunaan hasil kelolaan dana abadi

diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 22
Jumlah anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran
2021, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, lebih kecil
dari pada jumlah anggaran Belanja Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 sehingga dalam Tahun
Anggaran 2021 terdapat defisit anggaran sebesar
Rp971.165.749.544.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh
satu triliun seratus enam puluh lima miliar tujuh ratus
empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh
empat ribu rupiah) yang akan dibiayai dari Pembiayaan

Anggaran.
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Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sebesar Rp971.165.749.544.000,00 (sembilan ratus

tujuh puluh satu triliun seratus enam puluh lima miliar

tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat

puluh empat ribu rupiah), terdiri atas:

a.

pembiayaan utang sebesar
Rp1.142.487.241.761.000,00 (satu kuadriliun seratus
empat puluh dua triliun empat ratus delapan puluh
tujuh miliar dua ratus empat puluh satu juta tujuh

ratus enam puluh satu ribu rupiah);

. pembiayaan investasi sebesar negatif

Rp169.053.812.781.000,00 (seratus enam puluh
sembilan triliun lima puluh tiga miliar delapan ratus
dua belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu
rupiah);

pemberian pinjaman sebesar Rp448.056.564.000,00
(empat ratus empat puluh delapan miliar lima puluh
enam juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);
dan

kewajiban penjaminan sebesar negatif
Rp2.715.736.000.000,00 (dua triliun tujuh ratus lima

belas miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah).

Ketentuan mengenai alokasi Pembiayaan Anggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Undang-Undang ini.
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Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian alokasi
Pembiayaan Anggaran yang tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-

Undang ini diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 23

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2
tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang, Pemerintah dapat
menerbitkan SBN dengan tujuan tertentu, termasuk
menerbitkan SBN yang dapat dibeli oleh Bank Indonesia
di pasar perdana.

Penerbitan SBN oleh Pemerintah, termasuk pembeliannya
oleh Bank Indonesia di pasar perdana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mempertimbangkan kondisi pasar SBN, pengaruh
terhadap inflasi, jenis SBN yang dapat diperdagangkan,
dan kesinambungan keuangan Pemerintah dan Bank

Indonesia.
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Pasal 24

Dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui
target yang ditetapkan dalam APBN, Pemerintah dapat
menggunakan dana SAL, penarikan Pinjaman Tunai,
penerbitan SBN, dan/atau pemanfaatan saldo kas BLU
sebagai tambahan pembiayaan.

Kewajiban yang timbul dari penggunaan dana SAL,
penarikan Pinjaman Tunai, penerbitan SBN, dan/atau
pemanfaatan saldo kas BLU sebagai tambahan
pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibebankan pada anggaran negara.

Penggunaan dana SAL, Pinjaman Tunai, penerbitan SBN,
dan/atau pemanfaatan saldo kas BLU sebagai tambahan
pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat Tahun 2021.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perkiraan defisit
melampaui target serta penggunaan dana SAL, Pinjaman
Tunai, penerbitan SBN, dan/atau pemanfaatan saldo kas
BLU sebagai tambahan pembiayaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri

Keuangan.

Pasal 25
Pemerintah dapat menggunakan program kementerian

negara/lembaga yang bersumber dari Rupiah Murni
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dan/atau PNBP dalam alokasi anggaran Belanja
Pemerintah Pusat dan/atau BMN untuk digunakan
sebagai dasar penerbitan SBSN.

Rincian program kementerian negara/lembaga yang
bersumber dari Rupiah Murni dan/atau PNBP yang
digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN ditetapkan
oleh Menteri Keuangan setelah pengesahan Undang-
Undang APBN Tahun Anggaran 2021 dan penetapan
Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun
Anggaran 2021.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan program
kementerian negara/lembaga dan/atau BMN sebagai
dasar penerbitan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 26

Pemerintah dapat menggunakan sisa dana penerbitan
SBSN untuk pembiayaan kegiatan/proyek kementerian
negara/lembaga yang tidak terserap pada Tahun
Anggaran 2020 untuk membiayai pelaksanaan lanjutan
kegiatan/proyek tersebut pada Tahun Anggaran 2021
termasuk dalam rangka penyelesaian kegiatan/proyek
yang diberikan penambahan waktu sebagai dampak
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Penggunaan sisa dana penerbitan SBSN untuk

pembiayaan kegiatan/proyek kementerian
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negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan Pemerintah dalam APBN Perubahan Tahun
Anggaran 2021 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat Tahun 2021.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sisa dana
penerbitan SBSN untuk pembiayaan kegiatan/proyek
kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 27

Dalam hal terjadi krisis pasar SBN domestik, Pemerintah
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat diberikan
kewenangan menggunakan SAL untuk melakukan
stabilisasi pasar SBN domestik setelah memperhitungkan
kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun
anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya.
Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan keputusan yang
tertuang di dalam kesimpulan Rapat Kerja Badan
Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah,
yang diberikan dalam waktu tidak lebih dari 1x24 (satu
kali dua puluh empat) jam setelah usulan disampaikan
Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Jumlah penggunaan SAL dalam rangka stabilisasi pasar
SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan
Pemerintah dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran
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2021 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Tahun 2021.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan SAL dalam
rangka stabilisasi pasar SBN domestik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri

Keuangan.

Pasal 28
Dalam hal perkiraan realisasi penerimaan negara tidak
sesuai dengan target dan/atau adanya perkiraan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau
pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN
Tahun Anggaran 2021, maka dapat dilakukan:
a. penggunaan dana SAL;
b. penarikan pinjaman tunai;
c. penambahan penerbitan SBN;
d. pemanfaatan saldo kas BLU; dan/atau
e. penyesuaian Belanja Negara.
Pemerintah dapat melakukan pembelian kembali SBN
untuk pengelolaan kas dengan tetap memperhatikan
jumlah kebutuhan penerbitan SBN neto untuk
memenuhi kebutuhan pembiayaan yang ditetapkan.
Dalam hal terdapat instrumen pembiayaan dari utang
yang lebih menguntungkan dan/atau ketidaktersediaan
salah satu instrumen pembiayaan dari utang, Pemerintah

dapat melakukan perubahan komposisi instrumen
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pembiayaan utang dalam rangka menjaga ketahanan
ekonomi dan fiskal.

Dalam hal diperlukan realokasi anggaran bunga utang
sebagai dampak perubahan komposisi instrumen
pembiayaan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Pemerintah dapat melakukan realokasi dari pembayaran
bunga utang luar negeri ke pembayaran bunga utang
dalam negeri atau sebaliknya.

Untuk menurunkan biaya penerbitan SBN dan/atau
memastikan ketersediaan pembiayaan melalui utang,
Pemerintah dapat menerima jaminan penerbitan utang
dari lembaga yang dapat menjalankan fungsi
penjaminan, dan/atau menerima fasilitas dalam bentuk
dukungan pembiayaan.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaporkan dalam APBN
Perubahan Tahun Anggaran 2021 dan/atau Laporan

Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021.

Pasal 29
Dalam rangka memenuhi pembiayaan APBN Tahun
Anggaran 2021, Pemerintah dapat melakukan penerbitan
SBN pada triwulan keempat tahun 2020.
Penerbitan SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaporkan Pemerintah dalam APBN Perubahan Tahun
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Anggaran 2021 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah

Pusat Tahun 2021.

Pasal 30

Dalam rangka pembayaran gaji dan DAU bulan Januari
2021 yang dananya harus disediakan pada akhir Tahun
Anggaran 2020, Pemerintah dapat melakukan pinjaman
SAL dan/atau menggunakan dana dari hasil penerbitan
SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)
pada akhir tahun 2020.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pinjaman
SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan

Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan SAL.

Pasal 31

Investasi pada organisasi/lembaga keuangan
internasional/badan usaha internasional yang akan
dilakukan dan/atau telah tercatat pada Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat sebagai investasi permanen,
ditetapkan untuk dijadikan investasi pada
organisasi/lembaga keuangan internasional/badan
usaha internasional tersebut.

Pemerintah dapat melakukan pembayaran investasi pada
organisasi/lembaga keuangan internasional/ badan
usaha internasional melebihi pagu yang ditetapkan

dalam Tahun Anggaran 2021 yang diakibatkan oleh
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selisih kurs, yang selanjutnya dilaporkan dalam APBN
Perubahan Tahun Anggaran 2021 dan/atau Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021.

Pelaksanaan investasi pada organisasi/lembaga
keuangan internasional/badan usaha internasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 32
Saldo kas pada Badan Layanan Umum dapat menjadi
tambahan investasi pada Bagian Anggaran BUN Investasi
Pemerintah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan investasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 33

Pemerintah mengalokasikan pembiayaan investasi
kepada Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen
Aset Negara dengan tujuan pembentukan dana jangka
panjang dan/atau dana cadangan dalam rangka
pengadaan tanah untuk kepentingan proyek strategis
nasional dan pengelolaan aset Pemerintah lainnya.

Tanah untuk kepentingan proyek strategis nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan

status penggunaannya pada kementerian
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negara/lembaga dengan menggunakan mekanisme
pengesahan belanja modal.

Dalam hal anggaran pengesahan Belanja modal yang
dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga sebagaimana
diatur pada ayat (2) belum tersedia maka dapat
dilakukan penyesuaian belanja Negara.

Pelaksanaan pengesahan Belanja modal sebagaimana
diatur pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan bersamaan
dengan mekanisme penerimaan pembiayaan pada Badan
Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara dan
dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat tahun berkenaan.

Pasal 34

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan program dana
bergulir Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan,
alokasi dana bergulir Fasilitas Likuiditas Pembiayaan
Perumahan yang dikelola oleh Badan Layanan Umum
Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan,
dialihkan pengelolaannya kepada Badan Pengelola
Tabungan Perumahan Rakyat sebagai tabungan
Pemerintah.

Ketentuan mengenai pengalihan dana bergulir Fasilitas
Likuiditas  Pembiayaan  Perumahan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri

Keuangan.
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Pasal 35

BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk

disertakan menjadi tambahan modal Badan Usaha Milik

Negara/Perseroan Terbatas yang didalamnya terdapat

saham milik Negara, ditetapkan menjadi PMN pada

Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas yang

didalamnya terdapat saham milik Negara tersebut.

Ketentuan mengenai tata cara penetapan PMN untuk

BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk

disertakan menjadi tambahan modal Badan Usaha Milik

Negara/Perseroan Terbatas yang di dalamnya terdapat

saham milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pengelolaan BMN.

BMN dengan perolehan sampai dengan 31 Desember

2018 yang telah:

a. dipergunakan dan/atau dioperasikan oleh Badan
Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas yang
didalamnya terdapat saham milik negara; dan

b. tercatat pada laporan posisi Badan Usaha Milik
Negara/Perseroan  Terbatas yang didalamnya
terdapat saham milik negara sebagai BPYBDS atau
akun yang sejenis,

ditetapkan untuk dijadikan PMN pada Badan Usaha Milik

Negara/Perseroan Terbatas yang didalamnya terdapat

saham milik negara tersebut, dengan menggunakan nilai
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realisasi anggaran yang telah direviu oleh Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pemerintah melakukan penambahan PMN yang berasal
dari dana tunai dan piutang Negara pada Badan Usaha
Milik Negara/Lembaga/Badan Hukum Lainnya
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan
meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik
Negara, Pemerintah melakukan penambahan PMN
kepada PT Istaka Karya (Persero) dan PT Hutama Karya
(Persero) yang berasal dari BMN melalui mekanisme
pemindahtanganan BMN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Penambahan PMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah.

Pasal 36
Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk
mengelola anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah
untuk:
a. penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Nasional;
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b. dukungan penjaminan pada program Pemulihan

Ekonomi Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan; dan/atau

c. penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur

daerah kepada Badan Usaha Milik Negara.

(2) Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri atas:

a.

pemberian jaminan Pemerintah dalam rangka
percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik
yang menggunakan batu bara;

pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh Pemerintah
Pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum,;
pelaksanaan penjaminan infrastruktur dalam proyek
kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;
pemberian dan pelaksanaan jaminan Pemerintah atas
pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung
dari lembaga keuangan internasional kepada Badan
Usaha Milik Negara;

pemberian jaminan Pemerintah untuk percepatan
proyek pembangunan jalan tol;

pemberian jaminan Pemerintah untuk percepatan
penyelenggaraan kereta api ringan/light rail transit

terintegrasi di wilayah perkotaan;
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g. pemberian jaminan Pemerintah  Pusat untuk
percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional;
dan/atau

h. pemberian jaminan Pemerintah untuk percepatan
pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Dukungan penjaminan pada program Pemulihan Ekonomi

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. penjaminan pemerintah yang dilakukan secara
langsung oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan
program Pemulihan Ekonomi Nasional;

b. penjaminan pemerintah melalui badan usaha
penjaminan yang ditunjuk dalam rangka pelaksanaan
program Pemulihan Ekonomi Nasional; dan/atau

c. penjaminan pemerintah atas pinjaman likuiditas
khusus dari Bank Indonesia kepada bank sistemik
untuk penanganan permasalahan lembaga jasa
keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b

diakumulasikan ke dalam rekening Dana Cadangan

Penjaminan Pemerintah dan Anggaran Kewajiban

Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c diakumulasikan ke dalam rekening Dana

Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah

yang dibuka di Bank Indonesia.
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Dana yang telah diakumulasikan dalam rekening
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk
pembayaran kewajiban penjaminan Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahun
anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
Dana dalam rekening Dana Cadangan Penjaminan
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
digunakan untuk pembayaran kewajiban penjaminan
Pemerintah antar program pemberian penjaminan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Dalam hal terjadi tagihan pembayaran kewajiban
penjaminan dan/atau penggantian biaya yang timbul dari
pelaksanaan kewajiban penjaminan untuk dukungan
penjaminan program Pemulihan Ekonomi Nasional yang
bersumber dari Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah
melakukan pembayaran melalui Bagian Anggaran 999.99
(Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Transaksi
Khusus).

Pembayaran melalui Bagian Anggaran 999.99 (Bendahara
Umum Negara Pengelola Belanja Transaksi Khusus)
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), merupakan
pengeluaran belanja transaksi khusus yang belum
dialokasikan dan/atau melebihi alokasi yang telah
ditetapkan dalam APBN dan/atau APBN Perubahan pada

tahun anggaran berjalan.
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Dana dalam rekening Dana Jaminan Penugasan
Pembiayaan Infrastruktur Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) digunakan untuk pembayaran atas
penugasan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan anggaran
Kewajiban Penjaminan dan penggunaan Dana Cadangan
Penjaminan Pemerintah atau Dana Jaminan Penugasan
Pembiayaan Infrastruktur Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7),
ayat (8), dan ayat (9) diatur dengan Peraturan Menteri

Keuangan.

Pasal 37

Pembayaran bunga utang dan pengeluaran cicilan pokok
utang dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada
tahun anggaran berjalan, yang selanjutnya dilaporkan
Pemerintah dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2021
dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun
2021.

Pemerintah dapat melakukan transaksi Lindung Nilai
dalam rangka mengendalikan risiko fluktuasi beban
pembayaran kewajiban utang, dan/atau melindungi posisi
nilai utang, dari risiko yang timbul maupun yang
diperkirakan akan timbul akibat adanya volatilitas faktor-

faktor pasar keuangan.
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Pemenuhan kewajiban yang timbul dari transaksi Lindung
Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan
pada anggaran pembayaran bunga utang dan/atau
pengeluaran cicilan pokok utang.

Kewajiban yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) bukan merupakan kerugian keuangan negara.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan transaksi
Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur

dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 38

Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk
menyelesaikan  piutang instansi Pemerintah yang
diurus/dikelola oleh Panitia Urusan Piutang
Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, khususnya
piutang terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan
piutang berupa Kredit Pemilikan Rumah
Sederhana/Rumah Sangat Sederhana, serta piutang
instansi Pemerintah dengan jumlah sampai dengan
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), meliputi dan
tidak terbatas pada restrukturisasi dan pemberian
keringanan utang pokok sampai dengan 100% (seratus
persen).

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian
piutang instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
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Pasal 39
Pemerintah menyusun laporan pelaksanaan APBN Semester
Pertama Tahun Anggaran 2021 dan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40
(1) Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 2021 dengan
perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas
bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah
dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas

APBN Tahun Anggaran 2021, apabila terjadi:

a. perkembangan indikator ekonomi makro yang tidak
sesuai dengan asumsi yang digunakan sebagai acuan
dalam APBN Tahun Anggaran 2021;

b. perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal,;

c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan
pergeseran anggaran antarunit organisasi dan/atau
antarprogram; dan/atau

d. keadaan yang menyebabkan SAL tahun sebelumnya
harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun
berjalan.

(2) SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
merupakan SAL yang ada di rekening Bank Indonesia yang

penggunaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai
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dengan ketentuan yang berlaku dan dilaporkan dalam
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Dalam hal dilakukan penyesuaian APBN Tahun Anggaran
2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
mengajukan Rancangan Undang-Undang mengenai
Perubahan atas Undang-Undang APBN Tahun Anggaran
2021 untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan

Rakyat sebelum Tahun Anggaran 2021 berakhir.

Pasal 41

Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan
langkah-langkah antisipasi dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat.

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan keputusan yang
tertuang di dalam kesimpulan Rapat Kerja Badan
Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah,
yang diberikan dalam waktu tidak lebih dari 1x24 (satu
kali dua puluh empat) jam setelah usulan disampaikan
Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam hal persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena suatu dan
lain hal belum dapat ditetapkan, Pemerintah dapat
mengambil langkah-langkah antisipasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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Pemerintah  melaporkan langkah-langkah kebijakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Laporan

Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021.

Pasal 42
Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi
Undang-Undang, Pemerintah dapat memberikan:
a. pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan;
dan/atau
b. penjaminan atas pinjaman likuditas khusus dari Bank
Indonesia kepada Bank Sistemik.
Sumber dana untuk pemberian pinjaman kepada Lembaga
Penjamin Simpanan dan jaminan Pemerintah atas
pinjaman likuiditas khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagai berikut:
a. penggunaan SAL untuk menutup kekurangan
pembiayaan APBN, dengan terlebih dahulu
memperhitungkan ketersediaan SAL untuk

kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun
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anggaran berjalan dan awal tahun anggaran
berikutnya; dan/atau
b. penambahan utang.

(3) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
pemberian jaminan Pemerintah atas pinjaman likuiditas
khusus dapat bersumber dari cadangan penjaminan.

(4) Dalam hal terjadi pemberian pinjaman kepada Lembaga
Penjamin Simpanan dan jaminan Pemerintah atas
pinjaman likuiditas khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemerintah melaporkan dalam APBN Perubahan
tahun berjalan dan/atau dalam Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat tahun 2021.

(5) Sumber dana untuk pemberian pinjaman kepada Lembaga
Penjamin Simpanan dan jaminan Pemerintah atas
pinjaman likuiditas khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan sumber dana untuk jaminan Pemerintah atas
pinjaman likuiditas khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), dilaporkan Pemerintah dalam APBN Perubahan
tahun berjalan dan/atau dilaporkan dalam Laporan

Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2021.

Pasal 43
Postur APBN Tahun Anggaran 2021 yang memuat rincian
besaran Pendapatan Negara, Belanja Negara, surplus/defisit

anggaran, dan Pembiayaan Anggaran tercantum dalam
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Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Undang-Undang ini.

Pasal 44

Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran

2021 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang ini

ditetapkan paling lambat tanggal 30 November 2020.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 45
Dalam rangka penanggulangan bencana, Pemerintah
melalui Kementerian Keuangan dapat membentuk dana
penanggulangan bencana.
Sumber dana penanggulangan bencana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:

a. rupiah murni;

b. pinjaman dan hibah luar negeri;

c. APBD;

d. hasil klaim asuransi BMN; dan/atau

e. penerimaan lain yang sah.

Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikelola secara khusus.

Dalam hal anggaran belanja dalam rangka
penanggulangan bencana tidak terserap pada tahun
anggaran 2021, sisa dana tersebut dapat diakumulasikan
ke dalam dana penanggulangan bencana sebagaimana

dimaksud pada ayat (3).
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana
penanggulangan bencana diatur dengan Peraturan Menteri

Keuangan.

Pasal 46

Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2021

mengupayakan pemenuhan sasaran pembangunan yang

berkualitas, yaitu dalam bentuk:

a. penurunan kemiskinan menjadi 9,2% - 9,7% (sembilan
koma dua persen sampai dengan sembilan koma tujuh
persen);

b. tingkat pengangguran terbuka menjadi 7,7% - 9,1% (tujuh
koma tujuh persen sampai dengan sembilan koma satu
persen);

c. penurunan Gini Ratio menjadi 0,377 - 0,379 (nol koma tiga
tujuh tujuh sampai dengan nol koma tiga tujuh sembilan);
dan

d. peningkatan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,78
- 72,95 (tyjuh puluh dua koma tujuh delapan sampai

dengan tujuh puluh dua koma sembilan lima).

Pasal 47
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal
30 mulai berlaku pada tanggal Undang-Undang ini

diundangkan.
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Pasal 48
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di ...
pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO
Diundangkan di ...
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...



I.

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
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UMUM

APBN Tahun Anggaran 2021 disusun dengan berpedoman pada
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, serta Kerangka Ekonomi Makro
dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021 sebagaimana telah dibahas
dan disepakati bersama, baik dalam Pembicaraan Pendahuluan maupun
Pembicaraan Tingkat I Pembahasan APBN Tahun Anggaran 2021 antara
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. APBN
Tahun Anggaran 2021 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial,
dan perkembangan internasional dan domestik terkini, kinerja APBN tahun
2019, serta berbagai langkah antisipatif yang telah ditempuh di tahun
2020, maupun rencana kebijakan yang akan dilaksanakan di tahun 2021.

APBN Tahun Anggaran 2021 berada pada posisi yang strategis di
antara harapan untuk percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi dan
menjadi pondasi untuk mewujudkan visi jangka panjang menuju Indonesia
emas di tahun 2045. Oleh karena itu, APBN Tahun Anggaran 2021 akan
menjadi instrumen Pemerintah untuk melakukan upaya pemulihan

(recovery) sekaligus melanjutkan reformasi sektoral dan fiskal agar dapat



menstimulasi perekonomian serta mendorong daya saing nasional
termasuk melalui transformasi struktural.

Dalam menjalankan fungsinya tersebut, APBN Tahun Anggaran 2021
akan diarahkan untuk mendorong terciptanya pengelolaan fiskal yang
semakin sehat, tercermin dalam target defisit fiskal konsolidatif yang
diturunkan secara bertahap menuju kondisi normal dibawah 3% (tiga
persen) pada tahun 2023. Kebijakan fiskal akan ditempuh melalui
optimalisasi peran pendapatan negara baik sebagai sumber penerimaan
dan juga instrumen stimulus bagi perekonomian, peningkatan belanja yang
lebih berkualitas (spending better) yang berfokus pada bidang prioritas dan
berorientasi pada hasil, dan melanjutkan pembiayaan yang kreatif, efisien
dan berkelanjutan. Di samping itu, kebijakan fiskal diharapkan mampu
mendorong perbaikan neraca keuangan pemerintah.

APBN Tahun Anggaran 2021 masih akan menghadapi ketidakpastian
yang tinggi dari lingkungan global yang turut mempengaruhi kondisi
perekonomian domestik ke depan. Dampak Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID -19) yang belum pasti berakhirnya menjadi tantangan yang
besar dalam menyusun APBN Tahun Anggaran 2021 terutama di sisi
asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan postur
APBN Tahun Anggaran 2021. Asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi
acuan tetap dapat mencerminkan kondisi yang realistis sekaligus mampu
menghadirkan optimisme di tahun 2021.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 2021 diperkirakan
mencapai sekitar 4,5%-5,5% (empat koma lima sampai dengan lima koma
lima persen). Asumsi pertumbuhan ekonomi ini mempertimbangkan
potensi dan risiko yang berasal dari sisi eksternal antara lain faktor

obat/vaksin yang dapat efektif di tahun 2021, pemulihan ekonomi global



pasca pandemi COVID-19 di seluruh dunia, risiko ketegangan geopolitik,
fluktuasi harga komoditas, serta risiko sektor keuangan yang dapat
berpengaruh terhadap likuiditas global dan tingkat investasi. Dari sisi
domestik, pertumbuhan ekonomi diharapkan akan ditopang oleh
peningkatan konsumsi masyarakat sejalan dengan pengendalian
penyebaran COVID-19, konsumsi Pemerintah sebagai bentuk kebijakan
countercyclical yang dijalankan pemerintah, peningkatan kinerja investasi
sektor swasta dan Pemerintah, serta perbaikan kinerja ekspor-impor.
Selain itu, reformasi struktural terus dilakukan melalui peningkatan
produksi, untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi ke depan.

Upaya menjaga stabilitas ekonomi makro akan ditempuh dengan
memperkuat berbagai kebijakan di sisi fiskal, moneter, sektor keuangan,
dan sektor riil. Dengan stabilitas ekonomi makro yang terjaga, i) rata-rata
nilai tukar rupiah pada tahun 2021 diperkirakan akan stabil pada
Rp14.600,00 (empat belas ribu enam ratus rupiah) per satu dolar Amerika
Serikat; ii) laju inflasi diperkirakan dapat dikendalikan pada tingkat 3,0%
(tiga koma nol persen); dan iii) rata-rata suku bunga Surat Berharga
Negara 10 (sepuluh) tahun diperkirakan mencapai 7,29% (tujuh koma dua
sembilan persen). Untuk mengantisipasi ketidakpastian perekonomian
global, Pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan
akan terus melakukan mitigasi terhadap berbagai potensi risiko yang akan
berdampak terhadap stabilitas perekonomian secara menyeluruh.

Sejalan dengan pergerakan harga komoditas dunia, rata-rata harga
minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price-ICP) di pasar
internasional dalam tahun 2021 diperkirakan akan berada pada kisaran

USD45 (empat puluh lima dolar Amerika Serikat) per barel. Sementara itu,



lifting minyak mentah diperkirakan mencapai 705.000 (tujuh ratus lima
ribu) barel per hari, sedangkan lifting gas diperkirakan mencapai 1.007.000
(satu juta tujuh ribu) barel setara minyak per hari.

Strategi pelaksanaan pembangunan Indonesia didasarkan pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Pelaksanaan
strategi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dibagi ke dalam
empat tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang tiap-
tiap tahap memuat rencana dan strategi pembangunan untuk lima tahun

yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 merupakan dokumen
perencanaan pembangunan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. RKP 2021
memiliki nilai strategis mengingat dokumen ini disusun pada tahun

pertama pelaksanaan RPJMN 2020-2024.

Dengan mengacu pada sasaran pembangunan yang hendak dicapai,
maka arah kebijakan pembangunan yang ditempuh dalam RKP 2021
utamanya akan fokus pada upaya pembangunan sumber daya manusia
dan pemerataan wilayah, yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi
melalui investasi dan ekspor. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut,
strategi pelaksanaan pembangunan dituangkan ke dalam tujuh Prioritas
Nasional yaitu: (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan
yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan
Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental
dan Pembangunan Kebudayaan Kebijakan Revolusi Mental dan

Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk



Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6)
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan
Perubahan Iklim; dan (7) Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum,
Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan
Publik. Ketujuh Prioritas Nasional tersebut selanjutnya diterjemahkan ke
dalam Program Prioritas. Penjabaran lebih lanjut dari masing-masing

Prioritas Nasional dalam RKP tahun 2021 berikut ini.

Pertama, Prioritas Nasional Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan diarahkan antara lain
untuk memperkuat ketahanan ekonomi akibat dampak pandemi COVID -
19, antara lain melalui: ketersediaan akses dan kualitas pangan;
penguatan penyediaan energi yang terjangkau; penguatan daya saing
industri melalui peningkatan akses ke pasar ekspor; pemulihan pariwisata
nasional dengan meningkatkan konektivitas, perluasan pemasaran, serta
diversifikasi destinasi pariwisata; dan, penguatan dukungan kepastian

usaha.

Kedua, Prioritas Nasional Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi
Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan diarahkan antara lain untuk
mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID -19 melalui transformasi
sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah,
pengembangan Iptek berbasis keunggulan wilayah, dan meningkatkan
pemerataan kualitas hidup antar wilayah dan peningkatan daya dukung

dan ketahanan wilayah dari kondisi bencana dan perubahan iklim.

Ketiga, Prioritas Nasional Meningkatkan Sumber Daya Manusia
Berkualitas dan Berdaya Saing yang dilakukan antara lain melalui

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang adaptif, inovatif, terampil



dan berkarakter melalui: pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan
berkualitas, pengendalian penduduk, pengentasan kemiskinan, penguatan
perlindungan sosial khususnya bagi pekerja dan pencari kerja yang

terdampak COVID -19, dan peningkatan produktivitas dan daya saing.

Keempat, Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan
Kebudayaan Kebijakan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
diarahkan antara lain untuk mengubah cara pandang, sikap dan perilaku
yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan, antara lain melalui:
revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila, pemajuan dan
pelestarian kebudayaan, moderasi beragama, dan penguatan budaya

literasi, inovasi, dan kreativitas.

Kelima, Prioritas Nasional Memperkuat Infrastruktur untuk
Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar antara lain
diarahkan untuk pemulihan pasca pandemic COVID-19 yaitu pemulihan
akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman;
peningkatan layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan;
peningkatan layanan keselamatan dan keamanan transportasi;
peningkatan ketahanan infrastruktur; optimalitasi waduk multiguna dan
modernisasi irigasi; peningkatan konektivitas wilayah; peningkatan akses
dan pasokan energi dan tenaga listrik; pembangunan dan pemanfaatan
infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan kontribusi
sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi; serta
optimalisasi strategi investasi badan usaha penyiapan, pelaksanaan dan

pemeliharaan proyek infrastruktur.

Keenam, Prioritas Nasional Membangun Lingkungan Hidup,

Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim diarahkan antara



lain untuk: penguatan upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan
terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; penguatan sistem
dan respon peringatan dini bencana alam dan non alam, (termasuk
pencegahan penyebaran pandemi penyakit); serta peningkatan capaian
penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca, dengan fokus

penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor lahan, industri, dan energi.

Ketujuh, Prioritas Nasional Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum,
Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan
Publik diarahkan untuk mewujudkan situasi kondusif melalui penegakan
hukum dan penciptaan keamanan, antara lain melalui: penguatan
perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri; intensifikasi
kerjasama pembangunan internasional; penguatan sinergitas, sinkronisasi,
dan pemerataan informasi berkeadilan; pemulihan kinerja pelayanan
publik; serta peningkatan Operasi Militer Selain Perang (OMSP)
penanggulangan bencana serta kontingensi dalam rangka pemulihan pasca
pandemi COVID-19.

Agar prioritas sasaran pembangunan nasional dan prioritas nasional
lainnya tersebut dapat tercapai, dan sasaran pembangunan nasional
Pemerintah perlu mengoptimalkan Penerimaan Perpajakan dan PNBP.
Peningkatan Penerimaan Perpajakan dilakukan melalui ekstensifikasi dan
intensifikasi pajak. Selanjutnya, Pemerintah juga melakukan langkah-
langkah efisiensi sumber pembiayaan yang diantaranya dengan
mengutamakan pembiayaan dalam negeri, untuk kegiatan produktif.

Selanjutnya dari sisi belanja Negara, diarahkan untuk dijadikan
momentum transisi menuju normal secara bertahap, menyelesaikan

permasalahan di sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial yang dihadapi



Indonesia pasca Pandemi COVID-19, serta penguatan reformasi untuk
keluar dari perangkap pendapatan kelas menengah (middle income trap),
dengan kebijakan yang antara lain diarahkan pada efisiensi belanja,
optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, mendukung
prioritas pembangunan untuk percepatan pemulihan ekonomi;
melaksanaan redesign sistem perencanaan dan penganggaran melalui
pendekatan belanja yang lebih baik (spending better) yang fokus pada
pelaksanaan program prioritas, berbasis pada hasil (result based), dan
efisiensi kebutuhan dasar, serta antisipatif terhadap berbagai tekanan
(automatic stabilizer), dan memperkuat sinergi dan koordinasi antara
Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan instansi lainnya.

Dalam rangka mendorong konektivitas dan pemerataan wilayah,
Pemerintah terus mengupayakan penggunaan skema Kerja Sama
Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai salah satu sumber
pembiayaan kreatif untuk mendukung percepatan pembangunan
infrastruktur. Pemerintah telah menyediakan berbagai dukungan dan
fasilitas untuk mendukung pelaksanaan proyek KPBU seperti Fasilitas
Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi (Project Development
Facility/PDF), Dukungan Kelayakan Proyek (Viability Gap Fund/VGF), dan
juga terdapat penjaminan yang dilaksanakan melalui Badan Usaha
Penjaminan Infrastruktur. Lebih lanjut, Pemerintah juga telah
menyediakan pengaturan mengenai skema pengembalian investasi melalui
pembayaran ketersediaan layanan atau Availability Payment (KPBU-AP)
untuk menjamin kepastian pengembalian investasi kepada pihak swasta.

Guna mendukung program pemulihan ekonomi nasional sebagai
dampak pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur diharapkan

dapat menjadi tulang punggung kegiatan perekonomian utamanya dalam



II.

penyediaan sektor infrastruktur dasar dan pemenuhan kebutuhan
masyarakat. Pembangunan infrastruktur pada sektor dasar juga
diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam jangka
panjang

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun
Anggaran 2021 dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah
dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah
sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah
Nomor ..., tanggal ....

Pembahasan Undang-Undang ini dilaksanakan oleh Pemerintah dan
Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 tanggal 22 Mei 2014.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Pihak ketiga yang pajak penghasilannya ditanggung
Pemerintah adalah pihak ketiga yang memberikan jasa kepada
Pemerintah dalam rangka penerbitan dan/atau pembelian
kembali/penukaran SBN di pasar internasional, yang antara
lain jasa agen penjual dan jasa konsultan hukum internasional
dan jasa agen penukar/pembeli.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
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Ayat (9)

Cukup jelas.
Ayat (10)

Cukup jelas.
Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Pendapatan Sumber Daya Alam Nonminyak dan Nongas Bumi
yang bersumber dari sektor kehutanan tidak hanya ditujukan
sebagai target penerimaan negara melainkan lebih ditujukan
untuk pengamanan kelestarian hutan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
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Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “desa tertinggal dan desa sangat
tertinggal” adalah status desa yang ditetapkan oleh
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi.
Yang dimaksud dengan “desa tertinggal dan desa sangat
tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi” adalah

desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki
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jumlah penduduk miskin atau persentase penduduk miskin
terbanyak yang berada pada kelompok desa desil ke 8
(delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan
perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “Desa dengan kinerja terbaik”
adalah desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen)
dari jumlah desa yang memiliki hasil penilaian kinerja
terbaik. Penilaian kinerja berdasarkan kriteria utama dan
kriteria kinerja antara lain:
1. pengelolaan keuangan desa;
2. pengelolaan Dana Desa;
3. capaian keluaran (output) Dana Desa; dan
4. capaian hasil (outcome) pembangunan desa.

Hurufd
Data jumlah desa, jumlah penduduk desa, angka
kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan
geografis desa bersumber dari Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Sosial, dan/atau lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
statistik.
Dalam hal data tidak tersedia, penghitungan Dana Desa
menggunakan data tahun  sebelumnya  dan/atau
menggunakan rata-rata data desa dalam satu kecamatan

dimana desa tersebut berada dan/atau menggunakan data
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hasil pembahasan dengan kementerian negara/lembaga
yang berwenang.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “penyaluran dari Rekening Kas Umum
Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum
Daerah” adalah penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum
Negara ke Rekening Kas Umum Daerah dan dari Rekening Kas
Umum Daerah ke Rekening Kas Desa yang dilakukan pada tanggal
yang sama.

Ayat (7)
Yang dimaksud dengan “Pemulihan ekonomi di desa” antara lain
program padat karya tunai, jaring pengaman sosial berupa
Bantuan Langsung Tunai, pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah dan sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi
desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
Yang dimaksud dengan “Pengembangan sektor prioritas” antara
lain pengembangan desa digital, desa wisata, usaha budidaya
peternakan perikanan, dan perbaikan fasilitas kesehatan.

Ayat (8)
Materi muatan Peraturan Menteri Keuangan antara lain
penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan,
pertanggungjawaban dan pelaporan, pemantauan dan evaluasi,

dan sanksi.
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Pasal 10
Huruf a
Yang dimaksud dengan “dana transfer umum” adalah dana yang
bersumber dari APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai
dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “dana transfer khusus” adalah dana
yang bersumber dari APBN kepada daerah dengan tujuan untuk
membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun
nonfisik yang merupakan urusan daerah.
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pusat
sebesar 10% (sepuluh persen) dibagi secara merata kepada
seluruh kabupaten/kota.

Bagian daerah yang berasal dari biaya pemungutan,
digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai kebutuhan dan
prioritas daerah, tidak termasuk untuk pembayaran insentif

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
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Huruf b
DBH ini termasuk DBH dari Pajak Penghasilan Pasal 25
dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang
pemungutannya bersifat final berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima
atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto
tertentu.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Kebijakan ini merupakan konsekuensi dari perubahan kebijakan
berupa pengalihan kewenangan di bidang kehutanan dari
kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
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Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.
Ayat (10)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

hurufe
Yang dimaksud dengan “penelitian dan pengembangan”
antara lain pemanfaatan areal, penanaman pohon hutan
unggulan lokal, dan penerapan sistem tebang pilih tanam
jalur.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (11)
Huruf a

Cukup jelas.
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Huruf b

Dengan ketentuan ini daerah tidak lagi diwajibkan untuk
mengalokasikan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar
0,5% (nol koma lima persen) untuk tambahan anggaran
pendidikan dasar.

Kebijakan penggunaan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi
untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Aceh dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-
Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

tentang Pemerintahan Aceh.

Huruf ¢

Ayat (12)

Kebijakan ini merupakan konsekuensi dari perubahan
kebijakan berupa pengalihan kewenangan di bidang
kehutanan dari kabupaten/kota menjadi kewenangan
provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah.

Cukup jelas.
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Ayat (13)
DAU merupakan salah satu sumber pendanaan SILTAP, PPPK,
dan kelurahan yang dianggarkan dalam APBD yang dicerminkan
dalam kebutuhan fiskal daerah.

Ayat (14)
Cukup jelas.

Ayat (15)
Cukup jelas.

Ayat (16)
Gaji PNSD meliputi gaji pokok dan tunjangan melekat sedangkan
gaji PPPK meliputi gaji pokok sebagaimana diatur oleh peraturan
kepegawaian, tidak termasuk didalamnya tunjangan perbaikan
penghasilan atau yang disebut dengan nama selainnya.

Ayat (17)
Pendapatan Dalam Negeri neto yang digunakan sebagai dasar
perhitungan pagu DAU nasional dihitung berdasarkan pendapatan
dalam negeri tahun berjalan/berkenaan.

Ayat (18)
Cukup jelas.

Ayat (19)
Penyesuaian dilakukan dalam rangka perbaikan pemerataan
kemampuan fiskal antardaerah.

Ayat (20)
Cukup jelas.

Ayat (21)
Cukup jelas.
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Ayat (22)
Penggunaan DTU paling sedikit 25% (dua puluh lima persen)
terkait dengan program pemulihan ekonomi daerah dan
pembangunan manusia termasuk dukungan penyelenggaraan
pendidikan sebesar Rp19.396.107.828.000,00 (sembilan belas
riliun tiga ratus sembilan puluh enam miliar seratus tujuh juta
delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran
gaji guru non-PNS.

Ayat (23)
Cukup jelas.

Ayat (24)
Cukup jelas.

Ayat (25)
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “DAK fisik” adalah dana yang
bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah
dengan tujuan utama untuk membantu mendanai kegiatan
khusus penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar
publik, baik untuk pemenuhan standar pelayanan minimal,
pencapaian  prioritas nasional maupun @ percepatan
pembangunan Daerah dan kawasan dengan karakteristik
khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan

publik antardaerah.
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Huruf b
Yang dimaksud dengan “DAK nonfisik” adalah dana yang
bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah
dengan tujuan utama untuk mendukung kelancaran
penyelenggaraan pelayanan dasar publik yang menjadi
urusan daerah.
Ayat (2)
Pengalokasian DAK fisik bertujuan untuk membantu daerah
tertentu, mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan
dasar masyarakat, dan percepatan pembangunan daerah dan
pencapaian sasaran prioritas nasional.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Dana Alokasi Fisik Penugasan bersifat tematik dan lintas bidang
yang bertujuan untuk memperkuat sinergi antar bidang dalam
percepatan pembangunan daerah dan pencapaian prioritas
nasional.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
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Ayat (9)

Cukup jelas.
Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Kriteria utama merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh suatu
daerah sebagai penentu kelayakan daerah penerima, terdiri atas:
a. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan
pemerintah daerah wajar tanpa pengecualian; dan
b. Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah tepat waktu.
Sedangkan kategori kinerja merupakan jenis kategori penilaian
terhadap perbaikan/pencapaian kinerja daerah untuk tata kelola
keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan
dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat sesuai peraturan
perundang-undangan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
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Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Pembagian antara Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
dilakukan berdasarkan hasil penilaian kegiatan berskala
prioritas tinggi atas usulan Provinsi Papua dan Provinsi
Papua Barat.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Kinerja penyerapan realisasi anggaran tahun 2020 diperoleh
berdasarkan laporan realisasi penyerapan yang telah direviu oleh
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah atau lembaga
Pemerintah yang berwenang.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
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Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “anggaran yang diwajibkan dalam
peraturan perundang-undangan” antara lain kewajiban
perpajakan, anggaran pendidikan, anggaran kesehatan,
alokasi dana desa, dan iuran jaminan kesehatan.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Program pengelolaan subsidi dilaksanakan secara efektif, efisien,
dan tepat sasaran guna memberikan manfaat yang optimal bagi
pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan
masyarakat.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “asumsi dasar ekonomi makro” adalah

harga minyak mentah dan nilai tukar rupiah.
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Yang dimaksud dengan “parameter” adalah semua variabel yang
mempengaruhi perhitungan subsidi, antara lain: besaran subsidi
harga, volume konsumsi BBM bersubsidi, volume konsumsi LPG
tabung 3 kg, Harga Indeks Pasar (HIP) LPG tabung 3 kg, volume
penjualan listrik bersubsidi, susut jaringan, dan volume pupuk
bersubsidi.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
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Huruf f

Perubahan anggaran dimaksud dapat bersumber dari:
1. rupiah murni;

2. pinjaman dan hibah luar negeri; dan/atau

3. penerimaan lain yang sah.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Yang dimaksud dengan “ineligible expenditure” adalah
pengeluaran-pengeluaran yang tidak diperkenankan dibiayai
dari dana pinjaman/hibah luar negeri karena tidak sesuai
dengan kesepakatan dalam Perjanjian Pinjaman dan/atau
Hibah Luar Negeri.

Huruf 1
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pinjaman baru merupakan pinjaman yang dilakukan Pemerintah

setelah UU APBN TA 2021 diundangkan.
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Pinjaman baru setelah penetapan UU APBN 2021 dapat berupa
pinjaman luar negeri kegiatan dan pinjaman dalam negeri
termasuk pinjaman  yang diteruspinjamkan dan/atau
diterushibahkan.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “perubahan pagu Pemberian Pinjaman”
adalah peningkatan pagu Pemberian Pinjaman akibat adanya
lanjutan Pemberian Pinjaman yang bersifat tahun jamak,
percepatan penarikan Pemberian Pinjaman yang sudah disetujui
dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Pemberian Pinjaman
dan/atau penambahan pagu Pemberian Pinjaman untuk
penerbitan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan atas
transaksi dokumen bukti penarikan pinjaman dan/atau hibah
yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman dan/atau hibah (Notice
of Disbursement-NOD). Perubahan pagu Pemberian Pinjaman
tersebut tidak termasuk Pemberian Pinjaman baru yang belum
dialokasikan dalam APBN Tahun Anggaran 2021.
Yang dimaksud dengan “closing date” adalah tanggal batas akhir
penarikan dana pinjaman/hibah luar negeri melalui penerbitan
Surat Perintah Pencairan Dana oleh Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara.

Ayat (4)
Perubahan pagu ini dipergunakan untuk penerbitan Surat
Perintah Pembukuan/Pengesahan atas transaksi dokumen bukti
penarikan Pinjaman dan/atau Hibah yang dikeluarkan oleh

pemberi Pinjaman dan/atau Hibah (Notice of Disbursement-NOD).
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Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “uang muka kontrak kegiatan yang
dibiayai pinjaman luar negeri” adalah Alokasi Rupiah Murni yang
wajib disediakan pemerintah dalam Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Pinjaman Luar
Negeri, untuk membayar sejumlah tertentu kepada penyedia
barang dan/atau jasa sebagai salah satu persyaratan
pengefektifan kontrak. Tanpa pembayaran uang muka, pinjaman
luar negeri yang perjanjian pinjamannya telah ditandatangani

tidak dapat dicairkan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pasal 20

Cukup jelas.

Ayat (1)

Pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing
dilakukan dalam bentuk uang tunai dan/atau uang untuk

membiayai kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
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Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Dana yang diakumulasikan dalam Dana Pengembangan
Pendidikan Nasional yang berasal dari alokasi anggaran
pendidikan tahun-tahun sebelumnya sebagai dana abadi
pendidikan (endowment fund) yang dikelola oleh Lembaga
Pengelola Dana Pendidikan sebagai Sovereign Wealth Fund
Pendidikan.
Hasil pengelolaan dana abadi pendidikan dimaksud
digunakan untuk menjamin keberlangsungan program
pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk
pertanggungjawaban antargenerasi, antara lain dalam
bentuk pemberian beasiswa dan pendanaan riset.
Huruf b

Dana yang diakumulasikan dalam bentuk dana abadi yang
hasil kelolaannya digunakan dalam rangka penelitian,
pengembangan, pengkajian, dan penerapan untuk

menghasilkan invensi dan inovasi.
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Bentuk, skema, dan cakupan bidang penelitian,
pengembangan, pengkajian, dan penerapan untuk
menghasilkan invensi dan inovasi akan diatur lebih lanjut

oleh Pemerintah.

Huruf ¢

Dana yang diakumulasikan dalam bentuk dana abadi yang
hasil kelolaannya digunakan untuk mendukung kegiatan
terkait pemajuan kebudayaan.

Bentuk, skema, dan cakupan bidang kebudayaan akan

diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Hurufd

Ayat (4)

Dana yang diakumulasikan dalam bentuk dana abadi yang
hasil  kelolaannya  digunakan  untuk  mendukung
pengembangan perguruan tinggi kelas dunia di perguruan
tinggi terpilih.

Bentuk, skema, dan cakupan bidang pengembangan

perguruan tinggi akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.
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Pasal 24

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “defisit” adalah defisit sebagaimana
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-
19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “krisis pasar Surat Berharga Negara

domestik” adalah kondisi krisis pasar Surat Berharga Negara
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berdasarkan indikator Protokol Manajemen Krisis (Crisis
Management Protocol-CMP) pasar Surat Berharga Negara yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Penggunaan dana SAL untuk melakukan stabilisasi pasar SBN
dapat dilakukan apabila kondisi pasar SBN telah ditetapkan oleh
Menteri Keuangan pada level krisis.
Krisis di pasar SBN tersebut dapat memicu krisis di pasar
keuangan secara keseluruhan, mengingat sebagian besar lembaga
keuangan memiliki SBN. Situasi tersebut juga dapat memicu krisis
fiskal, apabila Pemerintah harus melakukan upaya penyelamatan
lembaga keuangan nasional.
Stabilisasi pasar SBN domestik dilakukan melalui pembelian SBN
di pasar sekunder oleh Menteri Keuangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Khusus untuk pemanfaatan saldo kas BLU dilakukan dengan
mempertimbangkan jenis BLU dan efektivitas saldo kas BLU yang
akan dimanfaatkan sementara sehingga tidak mengganggu

operasional dan manajemen kas BLU.
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang meliputi
perubahan SBN neto, penarikan Pinjaman Dalam Negeri,
dan/atau penarikan Pinjaman Luar Negeri. Penarikan Pinjaman
Luar Negeri meliputi penarikan Pinjaman Tunai dan Pinjaman
Kegiatan.
Dalam hal Pinjaman Luar Negeri dan/atau Pinjaman Dalam Negeri
tidak tersedia dapat digantikan dengan penerbitan SBN atau
sebaliknya dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.
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Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Mekanisme pengesahan belanja modal merupakan pertanggung
jawaban penggunaan dana cadangan/ dana jangka panjang pada
Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 34
Program dana bergulir Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
dikelola secara terpisah dari dana Tabungan Perumahan Rakyat
sebagai tabungan Pemerintah.
Nilai dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang dialihkan
pengelolaannya kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat
tersebut terlebih dahulu direviu oleh Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan.
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t (1)

Yang dimaksud BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan
untuk disertakan menjadi tambahan modal Badan Usaha Milik
Negara/Perseroan Terbatas yang di dalamnya terdapat saham
milik negara, termasuk aset berupa Infrastruktur Jaringan Gas
bumi untuk rumah tangga dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar
Gas bumi untuk transportasi jalan beserta infrastruktur
pendukung yang pengadaannya dibiayai oleh APBN DIPA
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran
2009 sampai dengan 2017 yang akan ditambahkan menjadi PMN
pada PT Pertamina (Persero) dengan menggunakan skema sesuai

Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Pengelolaan BMN.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Barang Milik Negara” yaitu berupa tanah
dan/atau bangunan serta selain tanah dan/atau bangunan.

Penetapan BPYBDS sebagai PMN pada Badan Usaha Milik Negara
antara lain BPYBDS sebagaimana tercatat dalam laporan
keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang telah
diserahterimakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral untuk menjadi tambahan PMN bagi PT PLN (Persero).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.
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Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)

Ketentuan mengenai penjaminan Pemerintah untuk masing-

masing program diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Pelaksanaan penjaminan infrastruktur dalam proyek kerja
sama Pemerintah dengan badan usaha hanya dibatasi pada
proyek kerja sama Pemerintah dengan badan usaha dengan
penanggung jawab proyek kerja sama adalah Pemerintah
Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik
Daerah.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.
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Huruf g

Pemberian jaminan Pemerintah Pusat untuk percepatan
pelaksanaan proyek strategis nasional dibatasi hanya pada
proyek strategis nasional yang telah memperoleh surat
jaminan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dengan
peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pemberian
jaminan Pemerintah Pusat untuk percepatan pelaksanaan

proyek strategis nasional.

Huruf h

Ayat (3)

Pemberian jaminan Pemerintah untuk  percepatan
pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dibatasi
hanya pada proyek yang telah memperoleh jaminan
pinjaman oleh Pemerintah kepada kreditur sehubungan
dengan pembayaran kembali pinjaman PT Perusahaan
Listrik Negara (Persero) selaku pelaksana penugasan

pembangunan infrastruktur kelistrikan.

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pembentukan rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah

dityjukan terutama untuk menghindari pengalokasian anggaran

kewajiban penjaminan Pemerintah dalam jumlah besar dalam

satu tahun anggaran di masa yang akan datang, menjamin

ketersediaan dana yang jumlahnya sesuai kebutuhan, menjamin

pembayaran klaim secara tepat waktu dan memberikan kepastian

kepada pemangku kepentingan (termasuk kreditur/investor).
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Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Mekanisme pembayaran pengeluaran belanja transaksi khusus
atas klaim kewajiban dan/atau penggantian biaya yang timbul dari
pelaksanaan kewajiban penjaminan untuk program penjaminan
Pemulihan Ekonomi Nasional dilaksanakan melalui
pemindahbukuan dana cadangan penjaminan ke rekening kas
umum negara dan diperlakukan sebagai penerimaan pembiayaan.
Bukti pemindahbukuan dana cadangan penjaminan dijadikan
sebagai dasar pagu belanja transaksi khusus dalam penyusunan
daftar isian pelaksanaan anggaran.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Penyesuaian pembayaran bunga utang dan pengeluaran cicilan
pokok utang dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran

berjalan, antara lain dapat disebabkan oleh:
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1. Kondisi ekonomi makro yang tidak sesuai dengan kondisi yang
diperkirakan pada saat penyusunan APBN Perubahan
dan/atau laporan realisasi pelaksanaan APBN Semester
Pertama Tahun Anggaran 2021;

2. Dampak dari restrukturisasi utang dalam rangka pengelolaan
portofolio utang;

Dampak dari percepatan penarikan pinjaman;
Dampak dari transaksi Lindung Nilai atas pembayaran bunga
utang dan pengeluaran cicilan pokok utang; dan/atau

5. Dampak dari perubahan komposisi instrumen pembiayaan
utang.

Ayat (2)
Pelaksanaan transaksi Lindung Nilai dilaporkan Pemerintah dalam
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Kewajiban yang timbul dari transaksi Lindung Nilai bukan

merupakan kerugian keuangan negara karena ditujukan untuk

melindungi pembayaran bunga utang dan pengeluaran cicilan
pokok utang dari risiko fluktuasi mata uang dan tingkat bunga.

Selain itu, transaksi Lindung Nilai tidak ditujukan untuk spekulasi

mendapatkan keuntungan.

Ayat (5)
Cukup jelas.
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Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pengaturan mengenai penyelesaian piutang instansi Pemerintah
termasuk mengenai tata cara dan kriteria penyelesaian piutang

eks-BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional).

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Keadaan Darurat" adalah memburuknya

kondisi ekonomi makro dan keuangan yang menyebabkan fungsi

dan peran APBN tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien,

antara lain:

a. proyeksi pertumbuhan ekonomi di bawah asumsi dan deviasi
asumsi dasar ekonomi makro lainnya secara signifikan;

b. proyeksi penurunan pendapatan negara dan/atau
meningkatnya belanja negara secara signifikan; dan/atau

c. kenaikan biaya utang, khususnya imbal balik hasil SBN

secara signifikan.
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “karena suatu dan lain hal belum dapat
ditetapkan” adalah apabila Badan Anggaran belum dapat
melakukan rapat kerja dan/atau mengambil kesimpulan di dalam
rapat kerja, dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam
setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Penjaminan atas pinjaman likuiditas khusus merupakan
bentuk skema dukungan Pemerintah untuk penanganan
permasalahan lembaga jasa keuangan dan stabilitas sistem
keuangan yang membahayakan perekonomian nasional.
Ayat (2)
Penambahan utang antara lain bersumber dari penerbitan SBN.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
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Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Dalam hal sumber dana berasal dari pinjaman luar negeri,
pemerintah dapat mengadakan pinjaman siaga.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “dikelola secara khusus” adalah dana
penanggulangan bencana dapat dikelola oleh unit pengelola dana
penanggulangan bencana dan diperlakukan sebagai
pendapatan/penerimaan unit pengelola dana penanggulangan
bencana.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “diakumulasikan” adalah anggaran belanja
dalam rangka penanggulangan bencana yang dialokasikan dan
tidak terserap pada Tahun  Anggaran 2021 menjadi

pendapatan/penerimaan unit pengelola dana penanggulangan
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bencana dan dapat dikelola dan/atau digunakan pada tahun-
tahun anggaran berikutnya.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 46

Huruf a
Penetapan tingkat kemiskinan sesuai dengan metodologi
penghitungan Garis Kemiskinan Nasional yang dilakukan oleh
Badan Pusat Statistik.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...



LAMPIRAN I

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ........ TAHUN .....

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
DALAM RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2021

(Ribu Rupiah)
I RINCIAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI 1.951.260.494.450
1.1 Pelayanan Umum 527.659.885.245
1.2 Pertahanan 137.040.835.492
1.3 Ketertiban dan Keamanan 165.882.170.049
1.4 Ekonomi 492.442.955.929
1.5 Perlindungan Lingkungan Hidup 16.736.518.898
1.6 Perumahan dan Fasilitas Umum 33.228.523.375
1.7 Kesehatan 111.666.684.008
1.8 Pariwisata 5.479.047.965
1.9 Agama 11.075.918.924
1.10 Pendidikan 190.022.435.233
1.11 Perlindungan Sosial 260.025.519.332
II. RINCIAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI DAN PROGRAM 1.951.260.494.450
2.1 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 750.871.684
2.1.1 Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan 588.168.391
2.1.2 Program Dukungan Manajemen 162.703.293
2.2 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 5.492.062.884
2.2.1 Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan 4.057.129.308
2.2.2 Program Dukungan Manajemen 1.434.933.576
2.3 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 3.769.088.671
2.3.1 Program Pemeriksaan Keuangan Negara 3.042.875.274
2.3.2 Program Dukungan Manajemen 726.213.397
2.4 MAHKAMAH AGUNG 11.238.947.386
2.4.1 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 163.416.684
2.4.2 Program Dukungan Manajemen 11.075.530.702
2.5 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 9.243.319.486
2.5.1 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 527.214.331
2.5.2 Program Dukungan Manajemen 8.716.105.155
2.6 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 1.941.058.122
2.6.1 Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden 739.714.928
2.6.2 Program Dukungan Manajemen 1.201.343.194
2.7 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 3.204.700.438
2.7.1 Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa 524.306.353
2.7.2 Program Tata Kelola Kependudukan 681.650.683
2.7.3 Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum 153.137.009
2.7.4 Program Dukungan Manajemen 1.845.606.393




2.8
2.8.1
2.8.2
2.8.3
2.8.4
2.8.5
2.9
29.1
2.9.2
293
2.9.4
2.9.5
2.9.6
2.9.7
2.10
2.10.1
2.10.2
2.10.3
2.10.4
2.11
2.11.1
2.11.2
2.11.3
2.11.4
2.11.5
2.12
2.12.1
2.12.2
2.12.3
2.12.4
2.12.5
2.13
2.13.1
2.13.2
2.13.3
2.13.4
2.14
2.14.1
2.14.2
2.14.3
2.14.4
2.14.5
2.14.6
2.15
2.15.1
2.15.2
2.15.3

2.15.4

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional

Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang Kerja sama Mulltilateral
Program Perlindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik
Program Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional
Program Dukungan Manajemen

KEMENTERIAN PERTAHANAN

Program Penggunaan Kekuatan

Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit

Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan

Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan
Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan

Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan
Program Dukungan Manajemen

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Program Pembentukan Regulasi

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Pemajuan dan Penegakan HAM

Program Dukungan Manajemen

KEMENTERIAN KEUANGAN

Program Pengelolaan Belanja Negara

Program Pengelolaan Penerimaan Negara

Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko
Program Kebijakan Fiskal

Program Dukungan Manajemen

KEMENTERIAN PERTANIAN

Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Program Dukungan Manajemen

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

Program Riset dan Inovasi [lmu Pengetahuan dan Teknologi
Program Dukungan Manajemen

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi

Program Energi dan Ketenagalistrikan

Program Pertambangan Mineral dan Batubara

Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Program Dukungan Manajemen

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Program Infrastruktur Konektivitas

Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Program Dukungan Manajemen

8.205.316.860
431.212.268
950.792.142
225.043.415
11.088.735
6.587.180.300
136.995.889.455
4.451.623.934
11.423.376.675
35.438.316
42.658.173.314
1.601.608.107
543.891.883
76.281.777.226
16.957.628.353
29.270.303
4.821.907.739
16.902.374
12.089.547.937
43.307.277.579
34.673.953
2.314.811.782
251.615.424
61.400.093
40.644.776.327
21.838.977.027
1.065.926.995
1.880.616.926
12.462.170.260
597.850.512
5.832.412.334
3.181.384.901
960.778.286
639.550.821
113.990.512
1.467.065.282
7.003.144.588
325.748.828
703.626.536
3.245.689.507
168.392.160
329.222.757
2.230.464.800
45.664.041.141
2.096.036.490
33.781.384.714
112.093.397

9.674.526.540




2.16

2.16.1
2.16.2
2.16.3
2.16.4
2.16.5
2.16.6
2.17

2.17.1
2.17.2
2.17.3
2.17.4
2.17.5
2.17.6
2.18

2.18.1
2.18.2
2.18.3
2.18.4
2.18.5
2.19

2.19.1
2.19.2
2.19.3
2.19.4
2.20

2.20.1
2.20.2
2.21

2.21.1
2.21.2
2.21.3
2.21.4
2.21.5
2.21.6
2.22

2.22.1
2.22.2
2.22.3
2.22.4
2.22.5
2.22.6
2.23

2.23.1
2.23.2
2.23.3
2.23.4

2.23.5

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun

Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

Program Pendidikan Tinggi

Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Program Dukungan Manajemen

KEMENTERIAN KESEHATAN

Program Kesehatan Masyarakat

Program Pelayanan Kesehatan dan JKN

Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Program Riset dan Inovasi [lmu Pengetahuan dan Teknologi
Program Dukungan Manajemen

KEMENTERIAN AGAMA

Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun

Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

Program Pendidikan Tinggi

Program Dukungan Manajemen

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Program Pembinaan Ketenagakerjaan

Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Program Dukungan Manajemen

KEMENTERIAN SOSIAL

Program Perlindungan Sosial

Program Dukungan Manajemen

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
Program Kualitas Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Program Dukungan Manajemen

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

Program Kualitas Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

Program Riset dan Inovasi [lmu Pengetahuan dan Teknologi

Program Dukungan Manajemen

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
Program Ketahanan Sumber Daya Air

Program Infrastruktur Konektivitas

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program Dukungan Manajemen

81.534.001.080
12.351.711.800
975.927.772
11.690.746.000
27.625.232.540
5.228.161.194
23.662.221.774
84.299.613.500
2.254.820.294
53.127.869.355
2.494.664.943
3.193.742.053
193.255.759
23.035.261.096
66.961.386.822
3.207.877.339
14.008.452.034
7.014.979.277
7.095.964.639
35.634.113.533
5.721.705.435
4.237.285.617
1.054.740.872
155.630.553
274.048.393
92.817.590.291
90.975.354.263
1.842.236.028
7.957.114.783
108.575.810
200.949.088
820.175.678
3.370.917.992
44.360.485
3.412.135.730
6.652.139.393
390.707.044
289.941.474
85.385.000
2.293.005.315
113.582.937
3.479.517.623
149.811.139.618
207.109.000
56.093.079.129
51.346.812.030
33.315.740.997

8.848.398.462




2.24
2.24.1
2.24.2
2.25
2.25.1
2.25.2
2.26
2.26.1
2.26.2
2.27
2.27.1
2.27.2
2.27.3
2.28
2.28.1
2.28.2
2.29
2.29.1
2.29.2
2.30
2.30.1
2.30.2
2.31
2.31.1
2.31.2
2.32
2.32.1
2.32.2
2.33
2.33.1
2.33.2
2.34
2.34.1
2.34.2
2.35
2.35.1
2.35.2
2.36
2.36.1
2.36.2
2.37
2.37.1
2.37.2
2.38
2.38.1
2.38.2
2.38.3

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK. HUKUM DAN KEAMANAN
Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan

Program Dukungan Manajemen

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan

Program Dukungan Manajemen

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan

Program Dukungan Manajemen

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif

Program Dukungan Manajemen

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN

Program Dukungan Manajemen

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)
Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Program Dukungan Manajemen

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi

Program Dukungan Manajemen

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak

Program Dukungan Manajemen

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN

Program Dukungan Manajemen

BADAN INTELIJEN NEGARA

Program Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara
Program Dukungan Manajemen

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Program Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Negara

Program Dukungan Manajemen

DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional

Program Dukungan Manajemen

BADAN PUSAT STATISTIK

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

Program Dukungan Manajemen

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS
Program Perencanaan Pembangunan Nasional

Program Dukungan Manajemen

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program Dukungan Manajemen

317.757.906
136.692.751
181.065.155

393.334.438
186.043.423
207.291.015

258.623.827

94.600.000
164.023.827
4.907.148.382
994.159.210
2.773.371.759
1.139.617.413

244.827.483

86.554.203
158.273.280
2.787.183.148
2.180.111.781
607.071.367

978.289.099
637.784.105
340.504.994

279.568.938
137.216.523
142.352.415

277.712.190

96.624.260
181.087.930
9.266.959.237
4.557.542.284
4.709.416.953
1.716.608.435
963.116.450
753.491.985
50.436.830
7.988.562
42.448.268
5.278.751.144
2.281.850.831
2.996.900.313
1.770.421.163
981.278.563
789.142.600
8.933.624.537
4.308.438.034
221.337.000

4.403.849.503




2.39
2.39.1
2.39.2
2.40

2.40.1
2.40.2
2.40.3
2.40.4
2.40.5
2.41

2.41.1
2.41.2
2.41.3
2.41.4
2415
2.42

2.42.1
2.42.2
2.43

2.43.1
2.43.2
2.44

2.44.1
2.44.2
2.45

2.45.1
2452
2.46

2.46.1
2.46.2
2.47

2.47.1
2.47.2
2.48

2.48.1
2.48.2
2.49

2.49.1
2.49.2
2.50

2.50.1
2.50.2
2.51

2.51.1
2.51.2
2.52

2.52.1

2.52.2

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Program Perpustakaan dan Literasi

Program Dukungan Manajemen

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Program Penataan Pengelolaan Pos dan Informatika

Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Program Komunikasi Publik

Program Dukungan Manajemen

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Program Profesionalisme SDM Polri

Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri

Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Program Dukungan Manajemen

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program Dukungan Manajemen

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

Program Pembinaan Ketahanan Nasional

Program Dukungan Manajemen

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Program Penanaman Modal

Program Dukungan Manajemen

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
Program Dukungan Manajemen

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi
Program Dukungan Manajemen

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana
Program Dukungan Manajemen

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Program Pemajuan dan Penegakan HAM

Program Dukungan Manajemen

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

Program Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Program Dukungan Manajemen

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program Dukungan Manajemen

MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Program Penanganan Perkara Konstitusi

Program Dukungan Manajemen

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme

Program Dukungan Manajemen

675.539.800
445.802.380
229.737.420

16.958.777.950
3.626.797.048
530.955.304
11.152.557.620
260.686.624
1.387.781.354
111.975.151.565
2.401.100.503
5.496.683.947
37.900.428.201
17.017.616.117
49.159.322.797
2.084.285.212
940.466.073
1.143.819.139

182.375.470

40.540.853
141.834.617

589.500.127
311.590.744
277.909.383

1.689.992.511
525.625.845
1.164.366.666
3.689.809.142
2.915.177.409
774.631.733
3.450.072.040
1.104.125.232
2.345.946.808

100.231.120

25.384.181
74.846.939
3.274.241.507
2.913.341.181
360.900.326
2.048.554.992
43.069.323
2.005.485.669

266.765.223
106.176.903
160.588.320

224.608.345

41.421.604

183.186.741




2.53
2.53.1
2.53.2
2.54
2.54.1
2.54.2
2.55
2.55.1
2.55.2
2.56
2.56.1
2.56.2
2.57
2.57.1
2.57.2
2.58
2.58.1
2.58.2
2.59
2.59.1
2.59.2
2.60
2.60.1
2.60.2
2.61
2.61.1
2.61.2
2.62
2.62.1
2.62.2
2.63
2.63.1
2.63.2
2.64
2.64.1
2.64.2
2.64.3
2.64.4
2.65
2.65.1
2.65.2
2.65.3
2.66
2.66.1
2.66.2
2.67
2.67.1

2.67.2

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

Program Riset dan Inovasi [lmu Pengetahuan dan Teknologi
Program Dukungan Manajemen

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

Program Riset dan Inovasi [lmu Pengetahuan dan Teknologi
Program Dukungan Manajemen

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
Program Riset dan Inovasi [lmu Pengetahuan dan Teknologi
Program Dukungan Manajemen

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
Program Riset dan Inovasi [lmu Pengetahuan dan Teknologi
Program Dukungan Manajemen

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial

Program Dukungan Manajemen

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Program Standardisasi Nasional

Program Dukungan Manajemen

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Program Dukungan Manajemen

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN
Program Dukungan Manajemen

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional

Program Dukungan Manajemen

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN
Program Dukungan Manajemen

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Program Pengawasan Pembangunan

Program Dukungan Manajemen

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Program Perdagangan Luar Negeri

Program Perdagangan Dalam Negeri

Program Riset dan Inovasi [lmu Pengetahuan dan Teknologi
Program Dukungan Manajemen

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Program Keolahragaan

Program Kepemudaan

Program Dukungan Manajemen

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi
Program Dukungan Manajemen

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan

Program Dukungan Manajemen

1.839.997.472
982.670.592
857.326.880
815.793.207
213.090.751
602.702.456
1.761.547.820
1.079.182.269
682.365.551
840.315.882
509.135.305
331.180.577
1.267.901.629
1.090.543.800
177.357.829
265.996.133
111.653.865
154.342.268
126.058.189
29.646.653
96.411.536
325.005.420
67.518.491
257.486.929
292.439.611
106.635.248
185.804.363
634.105.873
78.935.224
555.170.649
1.675.181.500
255.605.313
1.419.576.187
3.028.964.712
625.601.942
1.036.213.111
7.679.400
1.359.470.259
2.322.770.668
1.888.664.422
118.694.371
315.411.875
1.055.075.256
237.995.920
817.079.336
1.048.972.262
806.189.330
242.782.932




2.68
2.68.1
2.68.2
2.69
2.69.1
2.69.2
2.70
2.70.1
2.70.2
2.71
2.71.1
2.71.2
2.72
2.72.1
2.72.2
2.73
2.73.1
2.73.2
2.74
2.74.1
2.74.2
2.75
2.75.1
2.75.2
2.76
2.76.1
2.76.2
2.77
2.77.1
2.77.2
2.78
2.78.1
2.78.2
2.79
2.79.1
2.79.2
2.80
2.80.1
2.80.2
2.81
2.81.1
2.81.2
2.82
2.82.1
2.82.2
2.83
2.83.1

2.83.2

KOMISI YUDISIAL RI

Program Penegakan Integritas Hakim

Program Dukungan Manajemen

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Program Ketahanan Bencana

Program Dukungan Manajemen

BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)
Program Penempatan dan Pelindungan PMI

Program Dukungan Manajemen

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional

Program Dukungan Manajemen

BADAN SAR NASIONAL

Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana
Program Dukungan Manajemen

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Program Pengawasan Persaingan Usaha

Program Dukungan Manajemen

BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU

Program Pengembangan Kawasan Strategis

Program Dukungan Manajemen

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Program Dukungan Manajemen

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan
Program Dukungan Manajemen

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
Program Pengembangan Kawasan Strategis

Program Dukungan Manajemen

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

Program Penanggulangan Terorisme

Program Dukungan Manajemen

SEKRETARIAT KABINET

Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden
Program Dukungan Manajemen

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
Program Dukungan Manajemen

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
Program Penyiaran Publik

Program Dukungan Manajemen

TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

Program Penyiaran Publik

Program Dukungan Manajemen

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
Program Pengembangan Kawasan Strategis

Program Dukungan Manajemen

109.425.617
15.677.300
93.748.317

813.103.749

574.384.287
238.719.462
381.753.352
183.493.646
198.259.706

192.675.434

82.503.485

110.171.949
2.267.460.260
1.379.545.021
887.915.239

118.485.015
65.481.958
53.003.057

156.377.732

128.311.436
28.066.296

206.972.244

35.717.209
171.255.035

227.704.562

56.954.089

170.750.473
2.014.200.000
1.197.461.595
816.738.405
515.919.444
323.268.491
192.650.953

339.755.142

37.451.201

302.303.941
1.641.340.603
434.048.668
1.207.291.935
1.684.132.593
673.802.460
1.010.330.133
1.458.212.923
636.954.035
821.258.888
94.978.297
57.081.897
37.896.400




2.84
2.84.1
2.84.2
2.85
2.85.1
2.85.2
2.86
2.86.1
2.86.2
2.87
2.87.1
2.87.2
2.88
2.88.1
2.88.2
2.88.3
2.88.4
2.88.5
I

1.1

1.2

1.2.1

1.2.1.1
1.2.1.2

1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.1.1
1.2.2.1.2
1.2.2.1.2.1
1.2.2.1.2.1.1
1.2.2.1.2.1.2
1.2.2.1.2.2

1.2.2.2

2.2.1
2.3

2.3.1

BADAN KEAMANAN LAUT

Program Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia
Program Dukungan Manajemen

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan

Program Dukungan Manajemen

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)

Program Pembinaan Ideologi Pancasila

Program Dukungan Manajemen

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Dukungan Manajemen

BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

Program Pengelolaan Utang Negara

Program Pengelolaan Hibah Negara

Program Pengelolaan Subsidi

Program Pengelolaan Belanja Lainnya

Program Pengelolaan Transaksi Khusus

ALOKASI PEMBIAYAAN ANGGARAN

Pembiayaan Utang

Surat Berharga Negara (Neto)

Pinjaman (Neto)

Pinjaman Dalam Negeri (Neto)

Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)

Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri

Pinjaman Luar Negeri (Neto)

Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)

Pinjaman Tunai

Pinjaman Kegiatan

Pinjaman Kegiatan Pemerintah Pusat

Pinjaman Kegiatan Kementerian Negara/Lembaga

Pinjaman Kegiatan Diterushibahkan

Pinjaman Kegiatan kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri

Pembiayaan Investasi

Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara

Penyertaan Modal Negara kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Penyertaan Modal Negara kepada PT Hutama Karya (Persero)

Penyertaan Modal Negara kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Penyertaan Modal Negara kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
Penyertaan Modal Negara kepada PT Pelindo III (Persero)

Penyertaan Modal Negara kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia/ITDC (Persero)
Penyertaan Modal Negara kepada PT PAL Indonesia (Persero)

Penyertaan Modal Negara kepada PT Kawasan Indutri Wijayakusuma (Persero)
Investasi kepada Lembaga/Badan Lainnya

Penyertaan Modal Negara kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
Investasi kepada Badan Layanan Umum

Dana Bergulir

515.500.587
259.105.602
256.394.985

314.596.417
120.708.099
193.888.318

208.846.742

91.158.633
117.688.109
79.417.515

28.116.690

51.300.825

921.399.959.330
373.262.815.000
6.781.663.187
172.912.731.068
225.033.958.322
143.408.791.753
971.165.749.544
1.142.487.241.761
1.172.403.505.000
-29.916.263.239
978.326.772
2.729.126.772
-1.750.800.000
-30.894.590.011
51.377.409.989
21.900.000.000
29.477.409.989
26.019.178.983
21.508.672.796
4.510.506.187
3.458.231.006
-82.272.000.000
-169.053.812.781
-37.385.000.000
-5.000.000.000
-6.208.000.000
-2.250.000.000
-20.000.000.000
-1.200.000.000
-470.000.000
-1.280.000.000
-977.000.000
-5.000.000.000
-5.000.000.000
-60.743.000.000

-18.620.000.000




2.3.1.1
2.3.1.2
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.5
2.5.1
2.6
2.6.1
2.6.2

3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.2

4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.2

4.2.1

4.2.1.1

4.2.1.2

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)

Pusat Investasi Pemerintah (PIP)

Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN)

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)

Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI)

Dana Abadi Penelitian

Dana Abadi Kebudayaan

Dana Abadi Perguruan Tinggi

Investasi kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Badan Usaha Internasional
Islamic Development Bank (IDB)

International Fund for Agricultural Development (IFAD)

International Development Association (IDA)

International Finance Corporation (IFC)

International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF)

Investasi Pemerintah

Pinjaman PEN Daerah

Pembiayaan Investasi Lainnya

Pembiayaan Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Pembiayaan Pendidikan

Pemberian Pinjaman

Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah/Lembaga/ Badan Lainnya
Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah (Neto)

Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah (Bruto)

Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman dari Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah
Kewajiban Penjaminan

Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional

Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara

Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan
Usaha Penjaminan Infrastruktur

Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik
Negara

Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera
Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Light Rail Transit /LRT Jabodebek
Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 35.000 MW (Infratruktur Ketenagalistrikan)

Dukungan Penjaminan pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Penjaminan Pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program PEN

Penjaminan loss limit UMKM

Penjaminan backstop loss limit Korporasi

-16.620.000.000
-2.000.000.000
-20.000.000.000
-11.123.000.000
-2.000.000.000
-3.000.000.000
-2.000.000.000
-4.000.000.000
-925.812.781
-80.491.260
-58.400.000
-169.000.000
-332.651.267
-241.470.254
-43.800.000
-10.000.000.000
-10.000.000.000
-55.000.000.000
-33.000.000.000
-22.000.000.000
448.056.570
448.056.570
448.056.570
-3.458.231.006
3.906.287.570
-2.715.736.000
-715.736.000
-15.616.000

-173.711.000

-5.394.000

-100.000.000
-420.504.000
-511.000

-2.000.000.000

-2.000.000.000

-1.000.000.000

-1.000.000.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO




LAMPIRAN II

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR..... TAHUN.....
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2021

POSTUR RAPBN TAHUN ANGGARAN 2021

PENDAPATAN NEGARA
L PENERIMAAN DALAM NEGERI
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
1. PENERIMAAN HIBAH
BELANJA NEGARA
L BELANJA PEMERINTAH PUSAT
1. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
KESEIMBANGAN PRIMER
SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)
% Defisit Anggaran terhadap PDB
PEMBIAYAAN ANGGARAN
L PEMBIAYAAN UTANG
1. PEMBIAYAAN INVESTASI
1II. PEMBERIAN PINJAMAN

IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN

(Ribu Rupiah)

1.776.361.162.618
1.775.458.346.110
1.481.944.530.085
293.513.816.025
902.816.508
2.747.526.912.162
1.951.260.494.450
796.266.417.712
-597.902.934.544
-971.165.749.544
-5,50
971.165.749.544
1.142.487.241.761
-169.053.812.781
448.056.564

-2.715.736.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO




